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Muranah 4315500099. Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Rasio 
Efektivitas Keuangan Daerah, dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Terhadap 
Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik Pada Pemerintah Daerah Kabupaten 
Pemalang Tahun 2013-2017. Skripsi. Tegal : Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Pancasakti Tegal 2020. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuipengaruh rasio kemandirian 
daerah, rasio efektivitas keuangan daerah, dan rasio efisiensi keuangan daerah 
secara simultan, untuk mengetahui pengaruh rasio kemandirian daerah secara 
parsial, untuk mengetahui pengaruh rasio efektivitas keuangan daerah secara 
parsial, dan untuk mengetahui pengaruh rasio efisiensi keuangan daerah secara 
parsial terhadap belanja modal untuk pelayanan publik pada Pemerintah Daerah 
Kabupaten Pemalang tahun 2013-2017.  Teknik pengumpulan data menggunakan 
teknik dokumentasi. Metode analisa data adalah dengan menggunakan uji asumsi 
klasik, analisis regresi dan pengujian hipotesis.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian daerah, rasio 
efektivitas keuangan daerah, dan rasio efisiensi keuangan daerah berpengaruh 
secara simultan terhadap belanja modal untuk pelayanan publik, rasio 
kemandirian daerah tidak berpengaruh secara parsial terhadap belanja modal 
untuk pelayanan publik, rasio efektivitas keuangan daerah tidak berpengaruh 
secara parsial terhadap belanja modal untuk pelayanan publik, rasio efisiensi 
keuangan daerah tidak berpengaruh secara parsial terhadap belanja modal untuk 
pelayanan publik. 
 
Kata Kunci : Rasio kemandirian daerah, Rasio efektivitas keuangan 

























Muranah 4315500099. The Influence of the Regional Independence 
Ratio, the Regional Financial Effectiveness Ratio, and the Regional Financial 
Efficiency Ratio to Capital Expenditures for Public Services in Pemalang District 
Government in 2013-2017. Thesis. Tegal: Faculty of Economics and Business, 
University of Pancasakti Tegal 2020. 
This study aims to determine the effect of regional independence ratio, 
the ratio of regional financial effectiveness, and the ratio of regional financial 
efficiency simultaneously, to determine the effect of partial regional independence 
ratio, to determine the effect of the ratio of regional financial effectiveness 
partially, and to determine the effect of the ratio of regional financial efficiency 
partially on capital expenditure for public services in Pemalang District 
Government in 2013-2017. Data collection techniques using documentation 
techniques. Data analysis method is to use the classic assumption test, regression 
analysis and hypothesis testing. 
The results showed that the ratio of regional independence, the ratio of 
regional financial effectiveness, and the ratio of regional financial efficiency 
simultaneously influence capital expenditure for public services, the regional 
independence ratio does not have a partial effect on capital expenditure for public 
services, the ratio of regional financial effectiveness has no partial effect on 
capital expenditure for public services, the ratio of regional financial efficiency 
does not have a partial effect on capital expenditure for public services. 
 
Keywords : Regional independence ratio, Local financial effectiveness ratio,  
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A. Latar Belakang Masalah 
Pemerintah Daerah merupakan lembaga yang mempunyai tugas 
untuk mengatur roda pemerintahan di daerah, pembangunan daerah, dan 
memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Suatu daerah dapat maju 
dan berkembang apabila mampu menciptakan roda pemerintahan yang 
transparan dan mempunyai akuntabilitas yang tinggi. Seiring bergantinya 
pemerintahan masa Orde Baru ke Reformasi, sistem kepemerintahan 
daerah dan pusat mengalami perubahan. Dimana sebelum reformasi, 
menggunakan sistem yang bersifat sentralistik, akan tetapi sejak tahun 
1999 berubah menjadi sistem desentralisasi atau yang biasa dikenal 
dengan era otonomi daerah.  
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 
menjadi penanda lahirnya otonomi daerah, menjelaskan tentang kekuasaan 
pemerintah daerah dalam mengelola kepemerintahannya dan tugas 
pembantuan secara mandiri agar dapat mensejahterakan masyarakat, 
termasuk kekuasaan untuk mengelola keuangannya  sendiri. 
Penyelenggaraan segala kegiatan pemerintah  daerah  dibiayai oleh  APBD 







Adanya otonomi,  diharapkan pemerintah daerah mampu mengelola 
keuangannya sendiri dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah 
(PAD)  yang ada dan mengurangi ketergantungan kepada pihak ekstern 
demi terwujudnya kemandirian daerah. Pemerintah daerah diharapkan 
dapat mengelola peningkatan pendapatannya sendiri secara optimal 
dengan mengalokasikan dana tersebut pada jenis belanja yang dapat 
mendorong pertumbuhan ekonomi agar bisa meningkatkan kesejahteraan 
rakyat. Pengoptimalan tersebut harus secara tegas dimuat dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan wadah untuk 
merencanakan segala bentuk anggaran baik pemasukan maupun 
pengeluaran yang terjadi  di pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa 
pengalokasian anggaran publik diutamakan untuk keperluan publik, seperti 
belanja modal. 
Analisis rasio keuangan daerah terhadap anggaran pendapatan 
belanja daerah penting untuk dilaksanakan. Rasio keuangan dapat 
digunakan untuk mengukur kemampuan daerah dalam mengelola 
keuangan daerah, mengukur tingkat keefektifan dan keefisienan dalam 
membelanjakan anggaran daerah, menilai seberapa besar keaktifan 
pemerintah daerah dalam menggunakan pendapatannya, mengukur 
kontribusi tiap-tiap komponen pendapatan asli daerah, dan melihat sejauh 
mana  perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang 





Hanafiah,2015). Baik tidaknya kinerja keuangan daerah bisa dilihat dari 
hasil analisis rasio keuangan.  
Rasio Kemandirian Daerah menggambarkan kemampuan pemerintah 
daerah dalam mendanai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan 
pelayanan kepada masyarakat yang sudah membayar pajak dan retribusi 
sebagai sumber pendapatan yang diperlukan oleh daerah. Rasio 
Kemandirian Daerah menunjukkan keadaan kemandirian suatu daerah 
yang dihitung dengan besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap 
jumlah keseluruhan pendapatan daerah, sehingga menimbulkansuatu 
masalah bahwa suatu daerah yang otonom dapat mempertinggi jumlah 
belanja modal untuk pelayanan publik. Rasio Kemandirian juga 
mencerminkan peran serta rakyat dalam pembangunan daerah. Semakin 
tinggi rakyat membayar pajak dan retribusi daerah akan mencerminkan 
tingkat kesejahteraan rakyat yang semakin tinggi (Halim,2006:233). 
Semakin tinggi rasio kemandirian berarti  semakin rendah daerah itu 
bergantung kepada bantuan pihak ekstern (Mahmudi,2010).  
Rasio  Efektivitas  Keuangan Daerah diukur  menggunakan  cara  
yaitu realisasi  Pendapatan Asli Daerah (PAD)  dibandingkan dengan   
target  Pendapatan Asli Daerah (PAD)  yang dihitung berdasarkan  alokasi  
Pendapatan Asli Daerah (PAD)  tahun bersangkutan, sehingga  suatu  
daerah  dapat  dikatakan  efektif  apabila  jumlah  realisasi  pendapatan  
lebih  tinggi  dari pada  target  yang  ditetapkan berdasarkan kemampuan 





efektivitas keuangan daerah dalam membelanjakan Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) akan memperlihatkan tingkat kemandirian daerah dalam 
mengelola potensi dan manajemen keuangan daerah. Kemampuan daerah 
dalam melaksanakan tugas dikatakan efektif jika rasio yang diperoleh 
minimal 100%. Akan tetapi, semakin tinggi rasio efektivitas ini maka 
semakin tinggi pula peran serta rakyat dalam membayar pajak dan retribusi 
daerah yang merupakan sumber dari pendapatan asli daerah  (Nisa,2014).  
Rasio  Efisiensi  Keuangan Daerah merupakan  rasio  yang  
mencerminkan  perbandingan  antara  realisasi  pengeluaran  dengan  
realisasi  penerimaan  daerah. Semakin  kecil   rasio  ini,  semakin  efisien,  
begitu   pula  sebaliknya. Dalam    hal   ini  dengan  memperhitungkan  
bahwa  pengeluaran  yang  direalisasikan  tepat  dengan  kegunaannya  dan  
sesuai dengan  rencana yang telah disusun. Pada  sektor  pelayanan    
publik  merupakan   suatu  pekerjaan   yang   dilaksanakan   dengan   tepat   
dan  pengorbanan   sekecil  mungkin.  Pekerjaan dianggap efisien  jika  
dalam pelaksanaan pekerjaan  tersebut  diperoleh hasil yang maksimal  
dengan  biaya  yang minimal.  
Belanja Modal diartikan sebagai bentuk belanja pemerintah daerah 
yang kegunaannya lebih dari satu periode dan akan menambah aset daerah 
yang kemudian akan memberi nilai tambah pada belanja rutinan misalnya 
biaya pemeliharaan yang termasuk dalam belanja administrasi umum. 
Suatu belanja diklasifikasikan sebagai belanja modal jika : 1) Pengeluaran 





menambah masa umur, manfaat, dan kapasitas; 2) Pengeluaran tersebut 
melebihi batasan minimal kapitalisasi aset atau lainnya yang telah 
ditetapkan pemerintah; dan 3) Perolehan aset tetap tersebut dimaksudkan 
tidak untuk dijual. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), definisi 
belanja modal yaitu pengeluaran yang dilaksanakan dalam rangka 
pembentukan  modal yang dapat menjadikan aset tetap bertambah dan 
memberikan kegunaan lebih dari satu tahun anggaran, termasuk  
pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan 
atau menambah masa manfaat, serta mempertinggi kapasitas dan kualitas 
aset. Belanja modal dapat meningkatkan taraf sejahtera bagi masyarakat 
dan menambah pelayanan masyarakat dalam membentuk kepribadian 
daerah yang otonom (Dikutip dalam Mardiasmo, 2009).  
Dikutip dari Laporan Tahunan Pemerintah Kabupaten Pemalang 
untuk Tahun yang Berakhir dengan 31 Desember 2017 dijelaskan bahwa 
fenomena yang terjadi dalam Pemerintah Kabupaten Pemalang sampai 
dengan saat ini yaitu masih terbatasnya ruang fiskal untuk belanja modal. 
Dimana postur anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang masih 
didominasi oleh belanja yang bersifat wajib dan mengikat, seperti belanja 
pegawai, belanja operasional kantor, dan belanja wajib lainnya seperti 
biaya bantuan finansial untuk pemerintah desa, pendampingan program-
program nasional dan lain-lain. Kondisi ini menyebabkan alokasi anggaran 





dimaksudkan untuk memperluas pembangunan infrastruktur dan 
peningkatan layanan untuk publik semakin terbatas.   
Hal ini terlihat dalam laporan realisasi anggaran Pemerintah Daerah 
Kabupaten Pemalang dari tahun 2013-2017 seperti yang ditunjukkan 
dalam tabel berikut : 
Tabel 1.1 
Persentase Realisasi Belanja  
dalam APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang 
Tahun 2013-2017 
 
2013 2014 2015 2016 2017
1 Belanja Pegawai 92,11% 92,19% 90,37% 88,01% 93,80%
2 Belanja Barang dan Jasa 94,69% 88,94% 89,22% 87,98% 90,04%
3 Belanja Modal 76,86% 66,91% 77,52% 71,29% 74,48%
4 Belanja Lainnya 94,52% 91,62% 93,26% 91,32% 94,79%
No. Pos
Tahun
Sumber : Data diolah (2019) 
Tabel 1.1 menunjukkan proporsi macam-macam jenis belanja daerah 
tiap tahun di Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang. Belanja pegawai 
(langsung dan tidak langsung) masih mendominasi belanja daerah di 
Kabupaten Pemalang, walaupun pada rentang waktu 2015-2016 belanja 
pegawai terus mengalami penurunan. Belanja pegawai pada rentang waktu  
2013-2015 berada diatas 90 persen, akan tetapi di tahun 2016 berada 
dibawah 90 persen. Berbeda dengan belanja pegawai, belanja barang dan 
jasa di Kabupaten Pemalang pada rentang waktu 2013-2017 mengalami 
peningkatan setiap tahunnya, meskipun sempat turun di tahun 2014 dan 
2016. Belanja daerah yang ditunjukkan untuk belanja modal juga 





mengalami kenaikan sebesar 10,61 persen namun sebaliknya pada tahun 
2016 belanja modal mengalami penurunan sebesar 6,23 persen sedangkan 
pada tahun 2017 belanja modal kembali mengalami kenaikan menjadi 
74,48 persen. Belanja lainnya juga mengalami kenaikan dan penurunan 
dalam rentang waktu 2013-2017. Pada tahun 2015 belanja lainnya naik 
dibanding sebelumnya, tetapi turun lagi di 2016 dan kembali mengalami 
kenaikan pada tahun 2017. Rendahnya alokasi terhadap belanja modal, 
menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah pada belanja yang bersifat 
produktif dan dapat digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 
daerah dan kesejahteraan masyarakat di daerah.  
Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Boediarso 
Teguh Widodo padaevent Budget Day yang diadakan Kementerian 
Keuangan, Rabu (22/11/2017) menyampaikan bahwasanya  terdapat 4 
indikator yang menunjukkan pengelolaan anggaran daerah belum efektif 
dan efisien, diantaranya : 1). Pada pemerintah daerah alokasi belanja 
modal porsinya lebih kecil dari pada belanja pegawai; 2). Penyerapan 
anggaran belum optimal; 3). Adanya  ketimpangan  dalam  layanan  publik  
antar  daerah;   dan  4). Adanya kepala daerah yang terlibat dalam kasus 
korupsi pengadaan konstruksi bangunan (TEMPO.CO, Jakarta:2017). 
Penelitian ini merujuk pada penelitian Fitri (2013), dengan judul 
penelitian Pengaruh Rasio Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah 
(PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Modal 





hasil bahwa hanya variabel pendapatan asli daerah saja yang mempunyai 
pengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal, tetapi variabel rasio 
kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas keuangan daerah, rasio 
efisiensi keuangan daerah, dan dana alokasi umum tidak mempunyai 
pengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal. Akan tetapi, hasil 
penelitian ini berbeda dengan Ardhini dan Handayani (2011) yang 
membuktikan bahwa rasio kemandirian daerah memiliki pengaruh positif 
tidak signifikan terhadap alokasi belanja modal untuk pelayanan publik, 
rasio efektivitas keuangan daerah memiliki pengaruh positif signifikan 
terhadap alokasi belanja modal untuk pelayanan publik, rasio efisiensi 
keuangan daerah memiliki pengaruh negatif namun signifikan terhadap 
alokasi belanja modal untuk pelayanan publik, dan Sisa Lebih Anggaran 
Tahun Sebelumnya (SILPA) memiliki pengaruh positif dan signifikan 
terhadap realisasi belanja modal untuk pelayanan publik. 
Perbedaan hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan 
sebelumnya tentang pengaruh rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas 
keuangan daerah, dan rasio efisiensi keuangan daerah terhadap belanja 
modal untuk pelayanan publik membuat peneliti tertarik untuk mengkaji 
lebih dalam tentang variabel-variabel yang memiliki pengaruh terhadap 
belanja modal untuk pelayanan publik. Berdasarkan uraian latar belakang 
diatas,penulis merasa perlu mengadakan penelitian  dalam  skripsi  yang  
berjudul “Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Efektivitas 





Belanja Modal untuk PelayananPublikPada Pemerintah Daerah 
Kabupaten Pemalang Tahun 2013-2017”. 
 
B. Perumusan Masalah 
Sesuai dengan  latar belakang yang telah diungkapkan diatas, maka 
yang menjadi masalah utama dalam penulisan  ini adalah : 
1. Apakah rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas keuangan daerah, 
dan rasio efisiensi keuangan daerahberpengaruh secara simultan 
terhadap belanja modal untuk pelayanan publikpada Pemerintah 
Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2013-2017 ? 
2. Apakah rasio kemandirian daerah berpengaruh secara parsial terhadap 
belanja modal untuk pelayanan publik pada Pemerintah Daerah 
Kabupaten Pemalang tahun 2013-2017 ? 
3. Apakah rasio efektivitas keuangan daerah berpengaruh secara parsial 
terhadap belanja modal untuk pelayanan publik pada Pemerintah 
Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2013-2017 ? 
4. Apakah rasio efisiensi keuangan daerah berpengaruh secara parsial 
terhadap belanja modal untuk pelayanan publik pada Pemerintah 
Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2013-2017 ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu : 
1. Untuk mengetahui pengaruh rasio kemandirian daerah, rasio 





daerahsecara simultan terhadap belanja modal untuk pelayanan publik 
pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2013-2017. 
2. Untuk mengetahui pengaruh rasio kemandirian daerah secara parsial 
terhadap belanja modal untuk pelayanan publik pada Pemerintah 
Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2013-2017. 
3. Untuk mengetahui pengaruh rasio efektivitas keuangan daerah secara 
parsial terhadap belanja modal untuk pelayanan publik pada 
Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2013-2017. 
4. Untuk mengetahui pengaruh rasio efisiensi keuangan daerah secara 
parsial terhadap belanja modal untuk pelayanan publik pada 
Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2013-2017. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan bergunauntuk semua pihak yang terkait 
dengan penelitian ini, diantaranya adalah : 
1. Manfaat Teoristis 
Diharapkan mampu memberikan informasi sekaligus umpan balik 
bagi Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang tentang Rasio 
Kemandirian Daerah, Rasio Efektivitas Keuangan Daerah, dan Rasio 
Efisiensi Keuangan Daerah terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan 
Publik. Dengan adanya umpan balik maka dapat dijadikan sebagai 





mengalokasikan belanja modal untuk meningkatkan kualitas 
pelayanan publik. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Peneliti 
Diharapkan dapat meningkatkanpengetahuanpeneliti yang 
berhubungan dengan alokasi belanja modal pemerintah daerah serta 
memahami lebih dalam mengenai penerapan ilmu pengetahuan 
pada tataran teori dan aplikasinya. 
b. Bagi Universitas Pancasakti Tegal 
Diharapkan dapat berguna bagi Universitas Pancasakti Tegal 
sebagai bahan informasi, referensi, dan kerangka acuan dalam 
memahami permasalahan yang sama khususnya bagi mahasiswa 
yang akan menyusun skripsi. 
c. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang 
Diharapkan dapat memberikan masukan dan gambaran bagi 
instansi pemerintahan daerah dalam mengurus dan mengatur 
keuangan daerah terutama alokasi belanja modal agar lebih 














A. Landasan Teori 
1. Teori Keagenan 
Teori keagenan adalahsuatu hubungan yang  terbentuksesuai 
dengan kontrak perjanjian antara  2 (dua)pihak atau lebih,yaitu 
prinsipaldanagen.Teori keagenan mengatur  tentang  hubungan  
keagenan dimana pihak  prinsipal menginstruksikan  pekerjaan  
kepada  pihak agen yang  melaksanakan  pekerjaan. Teori keagenan 
memandang  bahwa agen tidak  bisamelaksanakanpekerjaan sesuai 
perintah dari prinsipal.Teorikeagenan memberi jawabandari masalah  
yang terjadi antara pihak yang saling bekerja sama  yang mempunyai 
tujuan dan pembagian kerja berbeda. Prinsipaladalahpihak yang 
bertugasmemberinstruksi,mengontrol, menilai,danmemberi 
saranataspekerjaanyangdilakukanpihak agen. Sedangkan agen 
yaitupihak yang  menerimadanmelaksanakanpekerjaanberdasarkan 
instruksi prinsipal. 
Menurut Lane (2003a) dikutip dari Halim dan Abdullah (2006) 
mengemukakan bahwa teori keagenan dapat dilakukan dalam 
organisasi masyarakat. Dia mengatakan bahwasanya didalam negara 
demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal-





(1984) dikutip dari Halim dan Abdullah (2006) yang mengemukakan 
konsep ekonomika organisasi sektor publik dengan menggunakan 
teori keagenan.Sedangkan menurut Carr & Brower (2000) dikutip dari 
Halim dan Abdullah (2006) menyebutkan bahwasanya ada dua pilihan 
kontrak dalam bentuk keagenan sederhana yaitu :                  (1) 
Behavior-based, yaitu prinsipal harus mengawasi tingkah laku agen; 
dan (2) Outcome-based, yaitu adanya imbalan untuk memberikan 
semangat agen dalam meraih kepentingan prinsipal. 
Dalam teori keagenan terdapat  tujuan  yang  berbeda  antara  
pihak prinsipal  dan  pihak agen  yang  dapat  menyebabkan  masalah.  
Masalah  agensi  dikendalikan  oleh  sistem  pengambilan keputusan  
yang memisahkan  fungsi  manajemen  dan  fungsi  pengawasan.  
Fungsi manajemen  bertugas  membuat  rencana  dan  eksekusi  
terhadap  kebijakan perusahaan  sedangkan  fungsi  pengawasan  
bertugas  melakukan  persetujuan  dan  memeriksasetiap  keputusan  
penting  dalam  organisasi  yang dapat  menyebabkanmasalah 
kepentingan diantara pihak-pihak tersebut. Hubungankeagenan dalam 
pemerintahandilaksanakansesuai dengan peraturandaerahdanbukan 
hanya sebatas untuk melengkapikepentingan prinsipal saja.  Hal ini 
disebabkan karena  banyakhalyang 
harusdiperhitungkandalammembangunsuatudaerah. Jadi 






Dalam sektor publik teori keagenan adalah sistem keagenanyang 
bertingkat, dimana dalam pemerintahanhubungankeagenan  terjadi 
dalam tiga bentuk,yaitu: 









diajukans u d a h samadenganRKPD,maka akandisahkan 
menjadiAPBD oleh DPRD. APBDitulahyang berfungsi 
sebagaipengendali DPRDd a l a m   mengawasi kinerja Pemerintah 
Daerah. 
Lupia & Mc. Cubbins dalam Halim dan Abdullah, 2009 
mengemukakan bahwasanya masalah yang terjadi dipihak 
legislatur dapat dimaknai sebagai fenomena yang disebut dengan 
agency problems. Masalah keagenan setidaknya melibatkan dua 
pihak, yaitu 1). Pihak prinsipal, mempunyaikewenangan untuk 
melaksanakan tindakan-tindakan, 2). Pihak agen, menerima 





kebijakan oleh legislatif, legislatur merupakanpihak prinsipal yang 
memberikaninstruksi kepada agen misalnya pemerintah atau 
panitia di legislatif untuk membuat kebijakan baru. Hubungan 
keagenan terjadi setelah agen membuat usulan kebijakan dan 
selesai sesudah usulan tersebut diterima atau ditolak. 
Johnson dalam oleh Halim dan Abdullah, 2009 mengemukakan 
bahwa hubungan birokrasi dengan legislatif atau kongres dikenal 
dengan nama self-interest model. Dalam hal ini, legislator ingin 
dipilih kembali, birokrat ingin memaksimalkan anggarannya, dan 
konstituen ingin memaksimalkan utilitasnya. Supaya terpilih lagi, 
legislators mencari program dan projects yang membuatnya 
terkenal di mata konstituen. Birokrat mengusulkan program-
program baru karena ingin agency-nya berkembang dan konstituen 
percaya bahwa mereka menerima benefits dari pemerintah tanpa 
harus membayar biayanya secara penuh. 
b. HubunganKeagenanPihak LegislatifdanPublik 
Berkaitan denganhalmemberikanpelayanankepada 
publik,legislative(DPRD) bertindaksebagai agensedangkanpublik 
(rakyat) sebagaiprinsipal.Legislatif adalahperwakilanrakyatyang 
mengemban amanah dari rakyat dalammelaksanakanpekerjaan agar 
dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan  membuat daerahnya 
semakin berkembang.Legislatifbekerjas e s u a i  










untuk melaksanakan penganggaran. 
Eksekutif mempunyai keutamaan dalam hal menguasai informasi 
dibandingkan dengan legislatif (asimetri informasi). Keunggulan 
ini berakar dari kondisi faktual bahwa eksekutif merupakanpihak 
yang melaksanakan segala fungsi pemerintah daerah dan kontak 
langsung dengan masyarakat dalam waktu sangat lama. Eksekutif 
mempunyai pengetahuan luas tentang birokrasi dan administrasi 
serta peraturanperundang-undangan sebagai dasar darikeseluruhan 
aspek pemerintahan. Oleh sebab itu, anggaran yang digunakan 
untuk pelayanan publik diusulkan agar dialokasikan dengan 
didasarkan pada asumsi-asumsi sehingga memudahkan eksekutif 
memberikan pelayanan dengan baik. Eksekutif akan mempunyai 
kecondongan mengusulkan anggaran belanja yang lebih besar dari 
yang aktual terjadi saat ini (asas maksimal). Sebaliknya untuk 
anggaran pendapatan, eksekutif condong mengusulkan target yang 
lebih rendah (asas minimal) supaya ketika direalisasikan, target 
bisa lebih mudah dicapai. Usulan anggaran yang mengandung slack 





eksekutif dan legislatif. Slack tersebut terjadi karena pihak 
eksekutif berkeinginan memperoleh posisi yang relatif aman dan 
nyaman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya (Halim, 2009). 
c. HubunganPemerintah Pusat dan Daerah 
Dikutip dari Halim dan Abdullah (2002),  Paul Hersey dan Kenneth 
Blanchard menyatakan bahwa hubungan antara pemerintah pusat 
dan daerah dalam melaksanakan kemandirian daerah, terutama 
pelaksanaan undang-undang tentang perimbangan keuangan antara 
pemerintah pusat dan daerah, yaitu sebagai berikut : 
1. Pola hubungan instruktif, yaitu  pemerintah pusat berperan lebih 
mendominasi daripada pemerintah daerah (daerah tidak dapat 
melakukankemandirian daerah dalam hal keuangan).   
2. Pola hubungan konsultatif, adalah pemerintah pusat telah mulai 
mengurangi dalam hal mencampuri urusan pemerintahan daerah 
dan lebih banyak memberikanmasukan karena daerah dianggap 
sedikit lebih mampu menjalankan otonomi daerah.   
3. Pola hubungan partisipatif, adalah pemerintah pusat semakin 
mengurangi peranannyakarena tingkat kemandirian daerah 
otonom bersangkutan mendekati mampu dalam menjalankan 
urusan otonomi. Peran pemberian masukan berganti 
kepadakeikutsertaan pemerintah pusat.   
4. Pola hubungan delegatif, adalah pemerintah pusat sudah tidak 





benar-benar mampu dan mandiri dalam menjalankan urusan 
otonomi daerah. Pemerintah pusat siap dan dengan keyakinan 
penuh menginstruksikankemandirian keuangan kepada 
pemerintah daerah. 
Perubahan dalam bentuk hubungan pemerintah pusat dengan 
pemerintah daerah dan implikasinya terhadap pengelolaan 
keuangan daerah telah melahirkan berbagai persepsi. Separuh 
pihak sangsi akan kemampuan daerah, baik dari persiapan 
sumberdaya manusia maupun alat perlengkapan yang 
mendukungnya, sedangkan lainnya menganggap bahwasanya 
saat pemerintah daerah dapat memperlihatkan keahliannya 
dalam melayani publik dengan lebih prima dibandingkan 
sebelumnya. Hal lainnyayaituadanya transparansiinformasi yang 
makin luas sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh 
pemerintah daerah bisa diperhatikan oleh masyarakat, terutama 
melalui peran media masa dan LSM (Halim, 2009). 
Pemerintah pusat pada dasarnya mengemban 3 (tiga) fungsi 
utama yaitu fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, dan fungsi alokasi. 
Fungsi distribusi danfungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif dan 
tepat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, sedangkan fungsi alokasi 
oleh Pemerintah Daerah yang lebih memahami keperluan, kondisi, 
dan keadaan masyarakat setempat. Pembagian ketiga fungsi tersebut 





perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah (Warsito, 2008). 
Dalam kaitannya dengan pemerintah daerah, Undang–Undang 
No. 17 tahun 2003 memperjelas adanya kewajiban pemerintah pusat 
dalam menentukan dana perimbangan kepada pemerintah daerah. 
Selain itu, undang-undang ini mengatur jugamengenai penerimaan 
pinjaman luar negeri pemerintah.Pelaksanaan Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dengan Daerah bertujuan untuk mengatasi 
masalah kesenjangan Pemerintah Pusat dan Daerah (vertical 
imbalances) serta kesenjangan antar daerah (horisontal imbalances). 
2. Teori Pilihan Rasional 
Teori Pilihan Rasional dalam sosiologi dipopulerkan oleh 
Coleman. Teori tersebut terkenal pada waktu Coleman membuat 
jurnal Rationality and Society pada tahun 1989 yang bertujuan untuk 
menyebarkan pemikiran yang berasal dari perspektif pilihan rasional. 
Coleman menganggap bahwa sosiologi harus mengarahkan perhatian 
pada sistem sosial, namun fenomena makro itu harus diterangkan oleh 
faktor-faktor internal kepada mereka secara prototipikal individual. 
Dia menyukai bekerja ditingkat ini sebab beberapa alasan, termasuk 
fakta bahwa data biasanya dikumpulkan pada tingkat individu dan 
kemudian dikelompokkan untuk menghasilkan tingkat sistem itu. 
Diantara alasan-alasan lain untuk menunjang fokus pada tingkat 





dilaksanakan guna mewujudkan perubahan sosial. Sebagaimana 
hendak kita saksikan, pusat dari perspektif Coleman adalah gagasan 
bahwa teori sosial tidak hanya merupakan latihan akademis tetapi 
harus mempengaruhi dunia sosial melalui “intervensi” semacam 
itu.(Trius, 2017) 
Sebagai pakar teori pilihan rasional, Coleman mengawali 
dengan individu dan gagasan bahwa semua hak dan sumber daya ada 
pada tingkat ini. Kepentingan individu menentukan jalannya 
peristiwa. Akan tetapi hal ini tidak benar, terutama dalam masyarakat 
modern, dimana “sebagian besar hak-hak dan sumber daya, dan oleh 
karena itu kedaulatan, mungkin berada di aktor korporasi.” (Coleman, 
1990:531 dalam Trius, 2017) 
Teori Pilihan Rasional merupakan teori ekonomi neo klasik 
yang diterapkan pada sektor publik yang berusaha menjembatani 
antara ekonomi makro dan politik dengan melihat pada perbuatan 
warga, politisi, dan pelayan publik sebagai analogi terhadap 
kepentingan pribadi dan konsumen (Buchanan, 1962 dalam 
Kurniawan 2017). Menurut Buchanan dan Tullock dalam Kurniawan 
(2017) disebutkan bahwasanya ada 2 anggapan kunci teori pilihan 
rasional, yaitu : Pertama, Individu yang rata-rata lebih tertarik untuk 
memaksimalkan kegunaan. Hal ini mengandung maksud bahwa 
individu lebih cenderung  memilih pada pilihan yang bisa 





Hanya individu yang membuat keputusan, bukan gabungan. Hal ini 
dikenal sebagai metodologis individualisme dan beranggapan bahwa 
keputusan gabungan merupakan gregasi dari pilihan individu. 
Dikutip dari Verawaty, Citra Indah Merina, dan Mela Sari 
(2013) dijelaskan bahwasanya teori pilihan rasional yaitu sebuah 
konsep yang menjelaskan bagaimana menentukan tindakan yang bisa 
memaksimumkan kegunaan atau memuaskan kemauan dan 
kepentingan mereka. Teori pilihan rasional dapat didefinisikan pula 
sebagai suatu tindakan bagaimana mendapatkan keuntungan yang 
maksimal dengan biaya yang minimal. Walaupun teori ini bersumber 
dari ilmu ekonomi, akan tetapi dalam perkembangannya teori ini 
berguna dalam menjelaskan masalah yang terjadi dalam beragam  
disiplin ilmu termasuk didalamnya bagaimana mengungkapkan 
sebuah pilihan tindakan yang dilaksanakan pemerintah daerah dalam 
perumusan kebijakan publik. 
Apabila dikaitkan dengan pengalokasian belanja modal maka 
pemerintah daerah mempunyai 2 (dua) pilihan tindakan yang harus 
dilakukan dalam mengalokasikan belanja modal. Yang pertama (1) : 
Pemerintah daerah mempunyai pilihan untuk memperbesar alokasi 
belanja modal demi memberikan pelayanan publik yang baik, atau 
pilihan kedua (2) : Pemerintah daerah lebih mengutamakan 
pembelanjaan anggaran untuk sektor lainnnya. 









menyiapkansuatu anggaran(Dikutip dari Mardiasmo,2002). 
Penganggaran berbasis kinerja adalah metode penganggaran bagi 
manajemen untuk menghubungkan setiap pendanaan yang diterapkan 
dalam kegiatan-kegiatan dengan output dan outcome yang diinginkan 
termasuk efisiensi dalam pencapaian outcome dari output tersebut. 
Penyusunan anggaran berbasis kinerja sangat dibutuhkan dalam 
menyusun APBD karena dapat digunakan sebagai tolak ukur atau 
penentu keberhasilan dalam mencapai sasaran dan tujuan dari suatu 
organisasi pemerintahan daerah sebagaimana yang tertera dalam visi, 
misi, dan tujuan yang telah ditetapkanyaitu untuk memberikan 
pelayanan dan kesejahteraan bagi rakyat. 
Anggaran daerah adalah alat yang dapat menjamin terwujudnya 
kedisiplinan dalam mengambil keputusan berkaitan dengan kebijakan 
pendapatan maupun belanja daerah (Nisa,2014). Sesuai dengan 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, penyusunan anggaran daerah 
atau yang dikenal dengan nama  Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) digunakan pendekatan anggaran berbasis kinerja. 
Pengertian Anggaran Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja 





Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah yaitu rancangan kerja 
pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk moneter dalam satu  
tahun anggaran. Sedangkan menurut Mamesah (1995:20) APBD 
adalah rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana di 
satu sisi melukiskan perkiraan setinggi-tingginya untuk mendanai 
kegiatan-kegiatan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran 
tertentu, dan di sisi lain melukiskan perkiran penerimaan dan sumber-
sumber penerimaan daerah untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran 
dimaksud. 
Mekanisme penganggaran yang baik diawali dari merencanakan 
anggaran dan penyesuaiannya terhadap struktur APBD adalah proses 
yang wajib diperhatikan dalam menyusun anggaran serta dibutuhkan 
kerja sama yang baik antara pihak legislatif dan birokrasi.Anggaran 
yang dibuat dengan pendekatan kinerja lebih mengutamakan pada 
perolehan hasil dengan tidak mengesampingkan prinsip-prinsip 
anggaran yaitu transparansi dan akuntabilitas anggaran, disiplin 
anggaran, keadilan anggaran, efisiensi dan efektivitas anggaran. 
Anggaran adalah alat kebijakan yang pokok bagi pemerintah 
daerah dan mempunyai kedudukan sentral dalam usaha 
mengembangkan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. 
Anggaran mempunyai fungsi sebagai penentu besarnya pendapatan 
dan pengeluaran, membantu dalam mengambil keputusan dan 





sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk penilaian kinerja, 
alat untuk memberikan dorongan kepada para pegawai, dan juga 
sebagai alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja 
(Mardiasmo, 2002:9) 
Menurut Mardiasmo (2002: 65), anggaran sektor publikdibagi 
menjadi 2yaitu: 
a. Anggaran Operasional 









Belanja modal merupakan pengeluaran yang  manfaatnya 
cenderung  melebihi satu periodeakuntansidan akanmenambah 
assetataukekayaanpemerintah,dan selanjutnyaakanmenambah 
anggaranrutinuntukbiayaoperasionaldan pemeliharaan. 
4. Pelayanan Publik 
Pelayanan merupakan suatu bentuk kegiatan pelayanan yang 





BUMD dalam bentuk barang maupun jasa dalam rangka pemenuhan 
kebutuhan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang 
berlaku (KEPMENPAN No. 81 Tahun 1993). Sedangkan berdasarkan 
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 
2003, dasar pelayanan publik yaitu memberikan layanan prima kepada 
masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur 
pemerintah sebagai abdi masyarakat. Pelayanan publik bisa juga 
didefinisikan sebagai bentuk melayani keperluan masyarakat yang 
memiliki kepentingan terhadap organisasi tersebut berdasarkan aturan 
pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.  
Menurut Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003, 
mengenai pelayanan yaitu : 
a) Pelayanan Publik merupakan semua kegiatan melayani yang 
dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai usaha 
untuk memenuhi keperluan penerima pelayanan ataupun 
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
b) Penyelenggara Pelayanan Publik yaitu Instansi Pemerintah. 
c) Instansi Pemerintah merupakan sebutan gabunganuntuk satuan 
kerja/ satuan organisasi Kementerian, Departemen, Lembaga 
Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi 
dan Tinggi Negara, dan Instansi Pemerintah lainnya, baik Pusat 
maupun Daerah termasuk Badan Usaha Milik Negara, Badan 





d) Unit Penyelenggara pelayanan publik merupakan unit kerja pada 
Instansi Pemerintah yang secara langsung melayanipara penerima 
pelayanan publik. 
e) Pemberi pelayanan publik yaitu pejabat/pegawai instansi 
pemerintah yang menjalankan tugas dan fungsi pelayanan publik 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
f) Penerima pelayanan publik yaitu orang, masyarakat, instansi 
pemerintah, dan badan hukum. 
g) Biaya pelayanan publik yaitu semua biaya (dengan nama atau 
sebutan apapun) sebagai imbal jasa atas pemberian pelayanan 
publik yang besaran dan tata cara pembayaran ditetapkan oleh 
pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
h) Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan tingkat kepuasan 
masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang diperoleh dari 
penyelenggara atau pemberi pelayanan sesuai keinginan dan 
kebutuhan masyarakat. 
Tujuan layanan publik menurut L.P. Sinambela dalam bukunya 
yang berjudul “Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan 
Implementasi” (2006) diungkapkan bahwa secara teoritis tujuan dasar 
dari pelayanan adalah untuk memuaskan masyarakat. Untuk mencapai 
kepuasan tersebut dituntut adanya kualitas pelayanan prima yang 





1) Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melayani, mudah dan dapat 
diperoleh bagi semua pihak yang memerlukan, tersedia lengkap  
dan mudah dimengerti; 
2) Akuntabilitas, adalah memberikan layanan yang bisa dimintai 
pertanggung jawaban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan; 
3) Kondisional, adalah memberikan layanan  berdasarkan keadaan dan 
kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap 
memegang prinsip efektivitas dan efisiensi; 
4) Partisipatif, adalah memberikan layanan yang bisa memotivasi 
keikutsertaan masyarakat dalam  penyelenggaraan pelayanan 
publik dengan memperhatikan keinginan masyarakat, kebutuhan, 
serta harapan masyarakat; 
5) Kesamaan hak, adalah memberikan layanan dengan tidak 
membedakan suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan 
sebagainya; 
6) Keseimbangan hak dan kewajiban, adalah memberikan layanan 
dengan menerapkan aspek keadilan bagi pemberi maupun penerima 
layanan publik. 
5. Belanja Modal 
Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran dalam 
memperoleh  aktiva tetap dan aktiva lainnya yang memberi manfaat 





belanja modal adalah belanja pemerintah daerah yang manfaatnya 
lebih dari satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau 
kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang 
bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja 
administrasi umum. Kelompok belanja ini mencakup jenis belanja 
baik untuk bagian belanja aparatur daerah maupun pelayanan publik. 
Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 pasal 53 ayat (1) disebutkan bahwa : “Belanja Modal 
sebagaimana tertera dalam pasal 50 huruf c difungsikan guna 
membiayai pengeluaran  untuk pembelian/pengadaan atau 
pembangunan aset tetap berwujud yang memiliki nilai manfaat lebih 
dari satu tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, 
misalnya dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan 
bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, serta aset tetap lainnya.” 
Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), definisi belanja 
modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan 
modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan 
manfaat lebih dari satu tahun anggaran, termasuk didalamnya adalah 
pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan 
atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas 
aset. Dalam SAP, belanja modal dibagi menjadi 5 (lima) kriteria, yaitu : 
a) Belanja Modal Tanah 





pengadaan/pembelian/pembebasan, penyelesaian, balik nama dan 
sewa tanah, pengosongan, pengurugan, perataan, pematangan tanah, 
pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya yang masih terkait 
dengan perolehan hak atas tanah dan sampai barang tersebut siap 
untuk dipakai. 
b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin 
Belanja modal peralatan dan mesin yaitu biaya yang diperlukan untuk 
pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas 
peralatan dan mesin, serta inventaris kantor yang memberikan 
manfaat lebih dari satu tahun, dan sampai barang tersebut siap untuk 
dipakai. 
c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan 
Belanja modal gedung dan bangunan adalah biaya yang diperlukan 
untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk 
pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan 
pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas 
sampai brang tersebut siap untuk dipakai. 
d) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 
Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan yaitu biaya yang diperlukan 
untuk pengadaan/penambahan/ penggantian/peningkatan 
pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran 
untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan jalan, irigasi, dan 






e) Belanja Modal Fisik Lainnya 
Belanja modal fisik lainnya yaitu biaya yang diperlukan untuk 
pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan,pembangunan/pem
buatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat 
dimasukkan dalam kategori belanja modal tanah, peralatan dan 
mesin, gedung dan bangunan, dan jalan, irigasi, dan jaringan. 
Termasuk dalam kategori ini yaitu belanja modal kontrak sewa beli, 
pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang 
untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal 
ilmiah. 
Adapun kriteria belanja modal yaitu : 
a. Pengeluaran dimaksud berakibat adanya perolehan aset tetap atau 
aset lainnya yang pada akhirnya menyebabkan aset pemerintah 
bertambah; 
b. Perolehan aset tetap tersebut dimaksudkan tidak untuk dijual. 
Batasan minimal kapitalisasi aset tetap (capitalization thresholds) 





No. ASET TETAP NILAI KAPITALISASI
1 Tanah Tidak dibatasi
2 Peralatan dan Mesin 400.000,00Rp                
3 Gedung dan Bangunan 5.000.000,00Rp             
4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan
-Jalan 10.000.000,00Rp           
-Irigasi 5.000.000,00Rp             
-Jaringan 400.000,00Rp                
5 Aset Tetap Lainnya Tidak dibatasi
6 Konstruksi dalam pengerjaan Tidak dibatasi  
 
 
6. Rasio Keuangan Daerah 
Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas 
menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan memberikan layanan 
kepada publik harus membuat laporan pertanggungjawaban keuangan 
daerah sebagai acuan untuk menilai kinerja keuangannya. Salah satu 
alat untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam mengelola 
keuangan daerahnya yaitu dengan melaksanakan analisis rasio 
keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim,2007:231) dengan 
harapandapat terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang terbuka, 
jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel. Analisis rasio 
keuangan pada APBD dilaksanakan dengan membuat perbandingan 
hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya 
supaya dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain 





keuangan yang dimiliki pemerintah daerah tertentu dengan rasio 
keuangan daerah lain yang terdekat ataupun potensi daerahnya relatif 
sama untuk melihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah 
daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya. 
Beberapa rasio yang dapat digunakan berdasarkan data keuangan 
yang bersumber dari APBD diantaranya  rasio kemandirian keuangan 
daerah, rasio efektivitas keuangan daerah dan rasio efisiensi keuangan 
daerah, serta debt service coverage ratio.  (Halim, 2006: 231 dalam 
Nisa, 2014). 
a. Rasio Kemandirian Daerah 
Kemandirian keuangan daerah digambarkan dengan 
membandingkan besaran antara pendapatan asli daerah dengan 
pendapatan daerah yang berasal dari sumber lainnya seperti 
bantuan pemerintah pusat maupun dari pinjaman. Rasio 
Kemandirian Daerah menggambarkan kemampuan pemerintah 
daerah dalammendanaisendirikegiatan pemerintahan,pembangunan, 
dan memberikan layanan kepadarakyatyang sudahmembayar 
pajakdanretribusisebagaisumber pendapatanyangdiperlukan 
daerah,yangdapat diformulasikan sebagai berikut : (Halim, 
2006:128 dalam Nisa, 2014)  
 
                                                        






Rasio KemandirianDaerah menunjukkantingkat ketergantungan 
daerah terhadap sumberdanaluar.Semakintinggirasioini berarti 
tingkat ketergantungandaerah terhadap bantuan pihak luar  
semakinrendah,dandemikianpula sebaliknya.RasioKemandirian 
Daerah juga menunjukkan tingkat peran serta masyarakat dalam 
pembangunan daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak 
dan retribusi daerah akan menunjukkkan tingkat kesejahteraan 
masyarakat yangsemakin tinggi (Halim, 2006 : 233 dalam Nisa, 
2014). Berikut ini adalah kriteria kemandirian dan kemampuan 
keuangan daerah. 
Tabel 2.1 







 0 %- 25 % Rendah sekali Instruktif 
25 % - 50 % Rendah Konsultatif 
50 % - 75 % Sedang Partisipatif 
75 % - 100 % Tinggi Delegatif 
Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996 
1. Pola Hubungan Instruktif, adalah pemerintah pusat dalam 
berperanlebih mendominasi dari pada kemandirian pemerintah 
daerah (daerah yang tidak dapat menjalankan otonomi daerah).  
2. Pola Hubungan Konsultatif, adalahpemerintah pusat telah mulai 
mengurangi mencampuri urusan pemerintahan karena daerah 





3. Pola Hubungan Partisipatif, adalah pemerintah pusat sudah 
mulai berkurang dalam mencampuri urusan pemerintahan, 
mengingat daerah tersebut tingkat kemandiriannya mendekati 
mampu melaksanakan kemandirian daerah.  
4. Pola Hubungan Delegatif, adalah  pemerintah pusat sudah tidak 
mencampuri lagi urusan pemerintahan disebabkan daerah 
tersebut sudah benar-benar mampu dan mandiri dalam 
menjalankan kemandirian daerah. 
Semakin tinggi rasio inimenunjukkan bahwa semakin rendah 
daerah tersebut bergantung kepada bantuan pihak luar dan 
demikian pula sebaliknya. Semakin tinggi rasio ini jugaberarti 
menggambarkan semakin tingginya peran serta masyarakat dalam 
membayar pajak, dan retribusi daerah yang merupakan sumber 
utama pendapatan asli daerah. 
b. Rasio Efektivitas  
Efektivitas pada hakikatnya berkaitan dengan pencapaian tujuan 
atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas adalah hubungan 
antara keluaran dengan tujuan yang harus dicapai. Kegiatan 
operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai 
tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Rasio Efektivitas menunjukkan 
kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan 
asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang 





dalam Nisa, 2014). Rumus yang dipakaidalam mengukur rasio 
efektivitas adalah: 
 
                                Realisasi Penerimaan PAD 
                                                          
 
Kemampuan daerah dalam melaksanakan tugas dikatatakan efektif 
jika rasio ini mencapaipaling sedikitnya 100%. Akan tetapi, 
semakin tinggi rasio ini, maka kemampuan daerah itu makin tinggi 
pula (Indratno, 2016). Untuk menghasilkan ukuran yang lebih 
baik,rasio ini perlu dipersandingkan dengan rasio efisiensi yang 
diraih oleh pemerintah. 
Tabel 2.2 
Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan 
 
Persentase Kinerja Keuangan (%) Kriteria
> 100 Sangat efektif
> 90 - 100 Efektif
> 80 - 90 Cukup efektif
> 60 - 80 Kurang efektif
≤ 60 Tidak efektif
 
Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996 
c. Rasio Efisiensi 
Efisiensi adalah perolehan pengeluaran yang maksimal dengan 
penggunaan penerimaan yang minimal guna memperoleh 
pengeluaran tertentu yang dihubungkan dengan target yang telah 





antara pengeluaran yang diperoleh terhadap penerimaan yang 
digunakan. Proses kegiatan operasional bisa dikategorikan efisien 
jika menghasilkan pekerjaan dengan pemakaian sumber daya dan 
biaya yang serendah-rendahnya.   Rasioefisiensimerupakan 
rasioyang membandingkanantara realisasipengeluaran dengan 
realisasipenerimaandaerah. Semakin rendahrasio ini,maka 
semakinefisien,dansebaliknya.Dalamhal 
inidenganberanggapanbahwa 
pengeluaranyangdirealisasikansamadengan rencana dan 
kegunaannya. Suatu  kegiatan  dikategorikanefisienapabilahasil 
kerja itu diperoleh dengandanayang sekecil mungkin. Untuk itu, 
pemerintah daerah harus memperkirakansecara tepat besaran 
pengeluaran guna membelanjakan seluruh penerimaan yang 
diperolehnya agar bisa diketahui apakah kegiatan pemungutan 
pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal ini harus 
dilaksanakan sebab meskipun pemerintah daerah berhasil 
merealisasikan penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang 
ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang berarti jika ternyata 
dana yang digunakan untuk merealisasikan target penerimaan 
pendapatannya itu lebih besar dari pada realisasi pendapatan yang 
diterima. 
Rumus yang dipakaidalam mengukur rasio ini adalah (Nisa, 2014): 
 


















Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan 
 
Persentase Kinerja Keuangan Kriteria
100 % keatas Tidak efisien
 90 % - 100 % Kurang efisien
80 % - 90 % Cukup efisien
60 % - 80 % Efisien
Kurang dari 60 % Sangat efisien
 
Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996 
 
B.   Studi Penelitian Terdahulu 
Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini adalah : 
Tabel 2.4 










































































alokasi belanja modal 
untuk pelayanan 
publik.  
2. Rasio efektivitas 
keuangan daerah 
berpengaruh positif 
signifikan  terhadap 









belanja modal untuk 
pelayanan publik. 
4. Sisa Lebih Anggaran 
Tahun Sebelumnya 
(SILPA) berpengaruh 
positif dan signifikan 
terhadap realisasi 
belanja modal untuk 

































































menunjukkan  bahwa 
pendapatan  asli 




sedangkan 4 variabel 






keuangan daerah, dan 
dana alokasi umum 
memiliki pengaruh 
tidak signifikan 































































































modal, akan tetapi 





bahwa PAD dan 




















































1.Lima variabel yaitu 
PAD, DAU, DAK, 




parsial  berpengaruh 
positif  dan signifikan 
terhadap belanja 
modal; 






































































berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap 
belanja modal untuk 
pelayanan publik. 
2.Desentralisasi fiskal 
berpengaruh negatif dan 
tidak signifikan 
terhadap belanja modal 
untuk pelayanan publik. 
3.Efektivitas keuangan 
daerah dan efisiensi 
keuangan daerah 
berpengaruh positif dan 
tidak signifikan 
terhadap belanja modal 







































daerah dan rasio 
efisiensi berpengaruh 
terhadap alokasi belanja 
modal  













Sumber : Penelitian terdahulu 
 
Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, dapat diketahui bahwa 
terdapat perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian 
terdahulu. Secara umum perbedaan penelitian ini dengan penelitian 
terdahulu yaitu pada lokasi penelitian dan tahun penelitian. Penelitian ini 
dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dan tahun yang 
akan diambil untuk penelitian adalah tahun 2013-2017. Pada penelitian ini 
hanya menggunakan variabel rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas 
keuangan daerah, dan rasio efisiensi keuangan daerah. Sedangkan 
persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada variabel 
dependen (Y) sama yaitu belanja modal. Pada jenis data penelitian ini 
dengan penelitian terdahulu sama yaitu menggunakan jenis data 
kuantitatif, sumber data yang dipakai juga sama yaitu memakai data 




C. Kerangka Pemikiran 
1. Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah Terhadap Belanja Modal 
untuk Pelayanan Publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten 
Pemalang.  
Semakin tinggi rasio kemandirian daerah berarti makin kecil daerah 





ini juga menunjukkan peran serta masyarakat dalam membangun 
daerahnya. Semakin tinggi rasio kemandirian daerah maka semakin tinggi 
pula peran serta masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah 
yang merupakan sumber dari pendapatan asli daerah (Ardhini dan 
Handayani,2011). 
Hasil penelitian oleh (Verawaty,Merina,dkk,2013) membuktikan 
bahwa rasio kemandirian mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap 
alokasi belanja modal. Hal tersebut bertentangan dengan penelitian 
(Fitri,2013) yang membuktikan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah 
tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja modal. 
2. Pengaruh Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Terhadap Belanja 
Modal untuk Pelayanan Publik pada Pemerintah Daerah 
Kabupaten Pemalang. 
Semakin tinggi rasio efektivitas maka semakin tinggi peran serta 
masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan 
sumber dari pendapatan asli daerah (Ardhini dan Handayani,2011). Hasil 
penelitian oleh (Indratno,2016) menunjukkan bahwa rasio efektivitas tidak 
memiliki pengaruh terhadap alokasi belanja modal. Hal tersebut 
bertentangan dengan penelitian (Novianto dan Hanafiah,2015) yang 
membuktikan bahwa rasio efektivitas mempunyai pengaruh positif dan 
signifikan terhadap belanja modal. 
3. Pengaruh Rasio Efisiensi Keuangan Daerah terhadap Belanja 







Rasio efisiensi merupakan rasio yang menunjukkan perbandingan 
antara  realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Semakin 
kecil rasio efisiensi, maka semakin efisien dan juga sebaliknya. Dalam hal 
ini dengan beranggapan bahwa pengeluaran yang direalisasikan sama 
dengan kegunaannya dan sesuai rencana yang ditetapkan. Mengacu pada 
sektor pelayanan publik merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan 
dengan baik dari pengorbanan serendah-rendahnya guna mencapai hasil 
yang setinggi-tingginya. Hasil penelitian oleh (Fitri,2013) menunjukkan 
bahwa rasio efisiensi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan 
terhadap alokasi belanja modal. Hal tersebut konsisten dengan hasil 
penelitian oleh (Verawaty,Merina,dkk,2013) yang membuktikan juga 
bahwa rasio efisiensi keuangan daerah  tidak memiliki pengaruh signifikan 
terhadap belanja modal. 
     Berdasarkan tinjauanpenelitian terdahulu dan kajianteoritis serta 
rumusan masalahyang  telahdiuraikanmaka  secara  sistematik  












  H4 
 H3 
 H2 
Rasio Kemandirian Daerah 
(X1) 
Rasio Efektivitas keuangan 
Daerah 
(X2) 



















D. Perumusan Hipotesis 
Hipotesis yaitu dugaan sementara terhadap masalah didalam penelitian, 
hingga adanya bukti data-data yang terkumpul. Hipotesis dinyatakan 
dengan kalimat pernyataan dan bukan kalimat pertanyaan (Arikunto, 2006 
: 64). Berdasarkan teoristik yang telah diuraikan diatas, maka hipotesis 
yang diajukan dalam penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:  
H1: Rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas keuangan daerah, dan rasio 
efisiensi keuangan daerah berpengaruh secara simultan terhadap 
belanja modal untuk pelayanan publik pada Pemerintah Daerah 
Kabupaten Pemalang tahun 2013-2017. 
H2 :Rasio kemandirian daerah berpengaruh secara parsial terhadap belanja 
modal untuk pelayanan publik  pada Pemerintah Daerah Kabupaten 
Pemalang tahun 2013-2017. 
H3:Rasio efektivitas keuangan daerah berpengaruh secara parsial terhadap 
belanja modal untuk pelayanan publik pada Pemerintah Daerah 
 H1 
=  Hubungan Parsial 







Kabupaten Pemalang tahun 2013-2017. 
H4:Rasio efisiensi keuangan daerah berpengaruh secara parsial terhadap 
belanja modal untuk pelayanan publik pada Pemerintah Daerah 












A. Pemilihan  Metode 
 Suatu penelitian perlu dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai 
dengan kaidah-kaidah keilmiahan agar dapat dipertanggungjawabkan oleh 
peneliti. Hal ini akan terwujud apabila didukung dengan ketepatan alat 
untuk meneliti sebuah masalah. Alat tersebut adalah metode penelitian. 
Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu metode 
deskriptif kuantitatif, adalah hasil penelitian yang  pada akhirnya diolah 
dan dianalisa kemudian  menyimpulkannya, yang berarti bahwa penelitian 
yang dilaksanakanmerupakan penelitian yang mengutamakan analisanya 
pada data-data numeric (angka). Dengan memakai metode tersebut akan 
diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti, sehingga 
memperolehkesimpulan yang akan mempertegas gambaran mengenai 
objek yang diteliti.  
 
B. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini akan dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang,   
Jalan Surohadikusumo No.1 Kelurahan Kebondalem, Kecamatan 










C. Jenis dan Sumber Data 
Data yang dipakai pada penelitian ini berupadata sekunder. Data 
sekunder yaitu data penelitian yang  didapat secara tidak langsung melalui 
media perantara (dihasilkan satu pihak)  atau dipakai oleh lembaga lainnya 
yang bukan merupakan pengolahnya, tetapi dapat dimanfaatkan dalam suatu 
penelitian tertentu (Ruslan, 2003:138 dalam Nisa:2014).Data sekunder 
dalampenelitian ini diperoleh dari data Laporan RealisasiAnggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten 
Pemalang selama 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2013-2017 yang telah 
dipublikasikan melalui website https://www.pemalangkab.go.id. 
 
D. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel 
1. Definisi Konseptual 
a. Belanja Modal.  
Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), definisi belanja 
modal yaitu pengeluaran yang dilaksanakan dalam rangka 
pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris 
yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun anggaran, termasuk 
didalamnya yaitu pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang 
sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta 








Kemandiriandaerah merupakan kemampuan pendapatan  daerah   
dalam   membiayai   pengeluaran   pemerintah daerah. Sehingga 
ketergantungankepada pemerintahpusatmemilikiproporsi yang 
lebihkecil,danpendapatanaslidaerahharusmenjadibagianyangterbesar 
dalam memobilisasi penyelenggaraanpemerintahan (Nisa, 2014). 
c. Efektivitas Keuangan Daerah 
Efektivitas keuangan daerah menunjukkan kemampuan 
pemerintah daerahdalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah 
(PAD)yang direncanakandibandingkandengantargetPendapatan Asli 
Daerah(PAD)yang ditetapkan (Nisa, 2014).  
d. Efisiensi Keuangan Daerah 
Efisiensi keuangan daerahmenggambarkanperbandinganantara  
realisasioutput dan input. Semakin kecilrasio ini, 
semakinefisien,dansebaliknya (Nisa, 2014).   
2. Definisi Operasional 
Operasional variabel merupakan operasionalisasi konsep supaya dapat 
diamati atau diukur melalui gejala-gejala yang ada. Definisi 
operasional variabel dalam penelitian ini dijelaskan dengan tabel 


















Belanja Modal (Y) Belanja Tanah + Belanja 
Peralatan dan Mesin + 
Belanja Gedung dan 
Bangunan + Belanja Jalan, 
Irigasi, dan Jaringan + 




                 PAD 
  Total Pendapatan Daerah 
Rasio 
Rasio Efektivitas 
Keuangan Daerah (X2) 
Realisasi Penerimaan PAD         
  Target Penerimaan PAD 
Rasio 
Rasio Efisiensi 
Keuangan Daerah (X3) 
Realisasi Pengeluaran  
    Realisasi Penerimaan 
Rasio 
Sumber : Data Olahan (2019) 
 
E. Teknik Pengumpulan Data 
Data dalam penelitian ini berupa data sekunder. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu 
pengumpulan data yang bersumber pada benda-benda tertulis seperti 
dokumen (Arikunto, 2006 : 149). Metode dokumentasi ini dipakaiguna 
mendapatkan data berupa laporan keuangan, struktur organisasi, dan 
catatan-catatan lainnya di Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang. 
 
F. Teknik Pengolahan Data 
Teknik mengolah data pada penelitian ini menggunakan perhitungan 
komputerisasi dengan bantuan program SPSS versi 22, karena program ini 
mempunyai kemampuan analisis statistik yang cukup tinggi sehingga 





G. Analisis Data dan Uji Hipotesis 
Penelitianinimenggunakanpendekatankuantitatif. Secara garis besar, 
pendekatankuantitatiflebih mengutamakan padatujuan untuk generalisasi, 
dengan 
melaksanakanpengujianstatisticdansterildaripengaruhsubjektifpeneliti. 
Alatanalisisyang dipakaidalampenelitianiniyaituanalisis regresi linier 
berganda(multiple regression). Setelah semua data terkumpul, maka 
selanjutnya dilakukan analisis data yang terdiri dari : 
1. UjiStatistik Deskriptif 
Statistik Deskriptif adalah metode statistik yang dipakai untuk 
memberikan gambaran data yang terkumpul menjadi sebuah 
informasi. Statistik deskriptif dalam penelitian ini dipakai untuk  
memberikan gambaran umum belanja modal untuk pelayanan 
publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang  periode 
tahun 2013-2017. 
2. Uji Asumsi Klasik 
Suatu model regresi yang baik yaitu model regresi yang 
memenuhi asumsi klasik yaitu asumsi normalitas, multikolinieritas, 
autokorelasi dan heteroskedastisitas. Oleh sebab itu, perlu diadakan 
pengujian normalitas, multikolinierritas, autokorelasi dan 
heteroskedastisitas sebelum dilakukan pengujian hipotesis.  Berikut 
penjelasan uji asumsi klasik yang akan dilakukan penelitian ini 





a. Uji Normalitas 
Uji Normalitas bertujuan guna mengetahui distribusi data dalam 
variabel yang dipakai dalam penelitian. Model regresi yang baik yaitu 
yang mempunyai distribusi normal atau mendekati normal (Ghozali, 
2005). Analisis normalitas dengan menggunakan uji Kolmogrov-
Smirnov (K-S) dilakukan dengan melihat hasil dari asymp.Sig          
(2-tailed). Jika nilai  asymp.Sig (2-tailed)  <  0,05 berarti data tidak 
terdistribusi secara normal, akan tetapi jika asymp.Sig (2-tailed)  >  
0,05 berarti data terdistribusi secara normal. 
b. Uji Multikolinieritas 
Pengujian ini bertujuan guna menguji apakah pada model regresi 
ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi 
yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 
independen. Apabila variabel independen saling berkorelasi, artinya 
variabel–variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal 
merupakanvariabel bebas dimana nilai korelasi antar variabel bebas 
yang sejenis nilainya = 0 (Ghozali, 2005: 105). Variabel yang 
menimbulkan multikolinieritas bisa dilihat dari nilaitolerance maupun 
VIF (Variance Inflation Factor). Model regresi yang 
bebasmultikolinieritas mempunyai nilai VIF ≤ 10 dan memiliki 







c. Uji Autokorelasi 
Autokorelasi adalah korelasi antar anggota sampel yang diurutkan 
berdasarkan waktu. Autokorelasiada disebabkan oleh observasi yang 
berurutan sepanjang waktu terkait dengan yang lain. Masalah tersebut 
adadisebabkan oleh residual tidak bebas dari satu observasi ke 
observasi lainnya. Dengan kata lain masalah ini seringkali ditemukan 
apabila kita menggunakan data runtut waktu. Untuk mengetahui ada 
tidaknya autokorelasi digunakan uji Durbin Watson (DW Test). Untuk 
mendeteksi terjadinya autokorelasi dalam penelitian ini digunakan uji 
Durbin Watson (DW) dengan ketentuan sebagai berikut : 
    0 < d < dL   =  Ho ditolak 
    dL ≤ d ≤ du   =  Daerah keraguan/tanpa keputusan 
    du ≤ d ≤ (4-du)  =  Ho diterima 
    (4-du) ≤ d ≤ (4-dL)  =  Daerah keraguan/tanpa keputusan 
    (4-dL) ≤ d ≤ 4  =  Ho ditolak 
d. Uji Heteroskedastisitas 
Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam 
model regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual satu 
pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik yaitu 
tidak terjadi heteroskedastisitas. Ada atau tidaknya problem 
heteroskedastisitas pada model regresi dapat diketahui dengan melihat 
ada atau tidaknya pola tertentu yang teratur pada grafik Scatterplot 





3. Analisis Regresi Linier Berganda 
Metode yang dipakai dalam penelitian ini yaitu metode analisis 
regresi linear berganda. Analisis regresi linier berganda merupakan 
pengembangan dari regresi linier sederhana, yaitu sama-sama alat 
yang dapat dipakai untuk melakukan prediksi permintaan dimasa 
depan sesuai dengan data masa lalu atau guna memperoleh pengaruh 
satu atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. 
Analisis ini dipakai guna memperkirakan bagaimana keadaan naik 
turunnya variabel dependen jika dua atau lebih variabel independen 
sebagai faktor prediktor dinaik turunkan nilainya. Pada penelitian ini 
dipakai guna memperoleh hubungan fungsi antara variabel dependen 
yaitu belanja modal terhadap variabel independen yaitu rasio 
kemandirian daerah, rasio efektivitas keuangan daerah, dan rasio 
efisiensi keuangan daerah. Adapun rumus yang digunakan adalah :  
 
Ŷ  =   a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 
Keterangan :  
Ŷ =Belanja Modal 
a  =   Konstanta 
b  =   Koefisien regresi linier 
X1 =Kemandirian daerah 
X2  =Efektivitas keuangan daerah 
X3 =Efisiensi keuangan daerah 





4. Pengujian Hipotesis 
a. Pengujian Simultan (Uji F) 
Uji simultan atau uji F merupakan alat uji hipotesis yang dipakai 
guna menguji variabel-variabel independen yang dipakai dalam 
penelitian secara keseluruhan. Apabila nilai signifikan kurang dari 
0,05 maka berarti memiliki pengaruh yang signifikan antara variabel 
independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2005).  
b. Pengujian Parsial (Uji t) 
Pengujian ini dilaksanakanguna menentukan signifikan atau tidak 
signifikan masing-masing nilai koefisien regresi (b1, b2 dan b3) secara 
individual terhadap variabel terikat (Y). 
Langkah pengujiannya : 
1) Menentukan Ho dan Ha :  
Ho : b1 = b2 = .... = bk  = 0,  artinya tidak memiliki pengaruh yang  
signifikan variabel bebas terhadap variabel terikat. 
Ho : b1≠ b2  ≠ .... ≠bk = 0, artinya memiliki pengaruh yang  
signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. 
2) Menentukan Level of Significance (α) 
Menentukan level signifikansi yaitu sebesar 5 %  
3) Kriteria pengujian 
 Bila nilai thitung <ttabel  maka Haditolak dan Ho diterima, 
artinya variabel bebas secara pribadi tidak  berpengaruh 





 Bila nilai thitung>ttabel maka Ha diterima dan Ho ditolak, 
artinya variabel bebas secara individual berpengaruh 
signifikan terhadap variabel terikat. 
c. Uji Koefisien Determinasi 
Koefisien Determinasi dipakai guna menguji seberapa besar 
pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Koefisien 
Determinasi menggambarkan berapa besar persentase total variasi 
variabel bebas yang digambarkan oleh model, semakin besar 
Koefisien Determinasi semakinbesar pengaruh model dalam 
menggambarkan variabel terikat. Nilai Koefisien Determinasi  
beradadiantara 0 sampai 1, jika Koefisien Determinasi bernilai 1 
artinyaterdapat kecocokan sempurna, akan tetapi jika nilainya 0 
artinya tidak ada hubungan diantara variabel dependendengan 
variabel independen. 
                               KD =r
2
 x 100%  
Dimana : 
KD  : Besarnya Koefisien Determinasi  






HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Pemalang 
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) 
Kabupaten Pemalang bertempat di  Jl. Surohadikusumo No.1 Pemalang, 
merupakan unsur pelaksana penunjang urusan pemerintahan bidang 
pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala 
Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam 
melaksanakan kegiatannya, BPKAD Kabupaten Pemalang berorientasi 
pada peningkatan pendapatan daerah, pengelolaan keuangan dan penataan 
administrasi aset daerah yang diharapkan dapat menggali seoptimal 
mungkin potensi-potensi sumber daya yang dimiliki daerah, supayabisa 
mendanai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah,  pelayanan 
prima, tepat, dan dapat dipertanggung jawabkan dalam pelaksanaan tugas 
pemerintahan sehingga menunjang terwujudnya good goverment dan 
membantu memberikan layanan administrasi pengelolaan keuangan dan 
aset daerah kepada perangkat daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah 
secara berdaya guna juga melaksanakan penataan inventarisasi aset daerah 






1. Visi dan Misi Kabupaten Pemalang 
a. Visi : 
”Terwujudnya masyarakat Pemalang yang berakhlak mulia, sehat 
sejahtera, berkesadaran hukum dan demokratis dalam kesatuan 
wilayah Kabupaten Pemalang yang IKHLAS (Indah, 
Komunikatif,Hijau, Lancar, Aman dan Sehat”. 
b. Misi : 
1) Meningkatkan pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin; 
2) Meningkatkan kualitas pendidikan dasar secara murah dan merata; 
3) Meningkatkan sarana dan prasarana kebutuhan pelayanan dasar 
bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi; 
4) Meningkatkan taraf hidup penduduk miskin; 
5) Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam secara 
berkesinambungan; 
6) Meningkatkan kinerja dan pelayanan aparat yang berkualitas, 
profesional dan berjiwa pelayanan prima; 
7) Mengupayakan perwujudan kemandirian daerah dalam 
pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka pembangunan daerah 
yang bertumpu pada kemampuan dan potensi lokal; 
8) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan 
ekonomi daerah,terutama pengusaha kecil,menengah,dan koperasi; 
9) Meningkatkan ketertiban dan keamanan serta pelaksanaan sistem 





10) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama secara harmonis 
dalam kerangka saling menghormati dan semangat kekeluargaan. 
2. Susunan Organisasi BPKAD Kabupaten Pemalang 
a. Kepala Badan ; 
b. Sekretariat, terdiri atas: 
1. Subbagian Bina Program dan Keuangan; 
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian. 
c. Bidang Anggaran, terdiri dari : 
1. Subbidang Perencanaan Anggaran; 
2. Subbidang Penyusunan dan Evaluasi Anggaran. 
d. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari: 
1. Subbidang Belanja Langsung 
2. Subbidang Belanja Tidak Langsung. 
e. Bidang Akuntansi dan Aset Daerah, terdiri dari: 
1. Subbidang Analisa Data dan Pengembangan Sistem; 
2. Subbidang Akuntansi dan Pelaporan; 
3. Subbidang Aset Daerah. 
f. UPTB 







Susunan Organisasi BPKAD Kabupaten Pemalang 
 
3. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja  
a. Kedudukan 
Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 69 Tahun 
2016, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) 
Kabupaten Pemalang mempunyai kedudukan sebagai berikut : 
1) BPKAD merupakan unsur pelaksana yang menunjang urusan 
pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang 
      Sumber : Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah
            Kabupaten Pemalang
Kepala Subbidang
Belanja Langsung









Drs. DIDIK SULISTYOADI, M.Si
Kepala Bidang 
Perbendaharaan
AGUNG EKO WIDODO, S.E, MM MA'RIFAH, S.E, M.Si
Kepala Badan
Drs. MOCHAMAD AGUNG PUNTODEWO, M.Si
Sekretaris
ROSI KARTIKA DEWI, SE.Ak, M.Si
Kepala Subbagian
Bina Program dan Keuangan












Kepala Subbidang Analisa Data
dan Pengembangan Sistem















berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati 
melalui Sekretaris Daerah; 
2) BPKAD dipimpin oleh Kepala Badan. 
b. Tugas 
1) BPKAD memilikifungsi membantu Bupati dalam melaksanakan 
penunjang Urusan Pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan 
aset daerah; 
2) Selain mempunyai tugas sebagaimana tersebut diatas, BPKAD 
juga membantu Bupati melaksanakan Tugas Pembantuan. 
c. Fungsi 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, 
BPKAD menyelenggarakan fungsi : 
1) Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; 
2) Melaksanakan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup 
tugasnya; 
3) Pemantauan, evaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas 
dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; 
4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan 
Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan 
5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan 







d. Tata Kerja 
Dalam melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintahan dan 
Tugas Pembantuan, hubungan Perangkat Daerah bersifat koordinatif 
dan fungsional untuk mensinkronkan pelaksanaan tugas dan fungsi 
masing-masing Perangkat Daerah. 
B. Hasil Penelitian 
Data penelitian ini diambil dari Laporan Realisasi Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pemalang tahun 
2013-2017 yang diperoleh dari Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pemalang yang telah dipublikasikan 
melaui website https://www.pemalangkab.go.id. 
1. Analisis Statistik Deskriptif 
Uji statistik deskriptif digunakan untuk menganalisa data melalui 
tekhnik menggambarkan atau mendeskripsikan yang dilihat dari nilai 
minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi dari data yang 
telah terkumpul seperti adanya tanpa bertujuan membuat kesimpulan yang 
berlaku untuk umum atau generalisasi. Adapun deskripsi untuk masing-
masing variabel yaitu :  
a. Belanja Modal 
Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilaksanakan 
dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/ 
inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun anggaran, 





sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta 
meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. 
Belanja modal untuk pelayanan publik yaitupengeluaran 
langsung yang digunakan untuk mensejahterakan masyarakat. Belanja 
Modal termasuk jenis Belanja Langsung dan dipakaigunabelanja dalam 
rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud 
yang memiliki nilai manfaat lebih dari satu tahun untuk dipakai dalam 
kegiatan pemerintahan, misalnya dalam bentuk tanah, peralatan dan 
mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap 
lainnya.Adapun realisasi per-jenis belanja modal Kabupaten Pemalang 
periode 2013-2017 yaitu : 
Tabel 4.1 
Realisasi Belanja Modal Kabupaten Pemalang 
Periode 2013-2017 (dalam jutaan rupiah) 
 
Jenis Belanja Modal 2013 2014 2015 2016 2017 
Belanja Tanah 480     618    714    1.392   11.885 
Belanja Peralatan dan Mesin   23.069    34.473   47.083   61.827  57.680 
Belanja Bangunan dan 
Gedung 
111.639   53.471    54.633    88.998 144.210 
Belanja Jalan, Irigasi dan 
Jaringan 
114.366    72.596  162.917   85.302   94.178  
Belanja Aset Tetap Lainnya    421    3.231    2.421   8.562  28.135 
Jumlah 249.976  164.388 267.767 246.080  336.088  
 
Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa proporsi total 
belanja modal setiap tahunnya fluktuatif, naik dan turun. Belanja modal   
2013 senilai Rp. 249, 98 milyar, kemudian di tahun 2014 turun sebesar 





2016 turun lagi menjadi sebesar Rp. 246, 08 milyar, dan tahun 2017 naik 
drastis menjadi sebesar Rp. 336, 09 milyar. 
Sedangkan proporsi realisasi belanja modal terhadap total 
belanja Kabupaten Pemalang periode 2013-2017 yaitu : 
Tabel 4.2 
Proporsi Realisasi Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah  
Kabupaten Pemalang 








2013  1.477.106.031.341    249.976.019.799  16,92 % 
2014 1.615.850.550.570    164.388.705.445  10,17 % 
2015 1.777.978.292.423    267.766.979.163  15,06 % 
2016 1.843.048.079.592    246.080.497.261  13,35 % 
2017 1.896.830.515.438    336.088.968.940  17,72 % 
 
Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa proporsi 
belanja modal tiap tahun meningkat. Tetapi proporsinya sangat kecil 
yaitu antara 10,17 sampai dengan 17,72, jika dibandingkan dengan 
belanja tidak langsung nilainya lebih besar daripada belanja langsung  
contohnya belanja modal untuk pelayanan publik.Adapun analisa statistik 












Deskripsi Statistik Variabel Belanja Modal  
Kabupaten Pemalang dalam tahun 2013-2017 
 
Descriptive Statistics 




5 164,39 336,09 1264,31 252,8620 61,29997 
Valid N 
(listwise) 
5      
Tabel diatas menjelaskan deskripsi statistik singkat variabel 
belanja modal dengan jumlah 5 data antara tahun 2013-2017, jumlah 
minimal sebesar 164,39 milyar, jumlah maksimal sebesar 336,09 milyar 
dan rata-rata sebesar 252,86 milyar, dan std.deviation senilai 61,29997. 
b. Rasio Kemandirian Daerah (X1) 
Kemandirian daerah merupakan kemampuan pendapatan  daerah   
dalam   mendanaipengeluaran   pemerintah daerah sehingga tingkat 
bergantungnya daerah terhadappemerintahpusatsemakin kecil,dan 
pendapatan aslidaerahharusdominan dalam melaksanakan 
pemerintahan.Hasil dari rasio kemandirian daerah Kabupaten Pemalang 
tahun anggaran 2013-2017 yaitu : 
Tabel 4.4 
Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Pemalang 








2013   136.362.281.618  1.486.773.783.371 9,17 % Rendah Sekali 
2014  217.345.439.974   1.687.338.257.907  12,88 % Rendah Sekali 
2015  230.435.212.865  1.966.423.490.803  11,72 % Rendah Sekali 
2016  275.458.054.016  2.112.514.280.374  13,04 % Rendah Sekali 





Tabel diatas menjelaskan tentang rasio kemandirian daerah 
Kabupaten Pemalang tiap tahunnya.  2013 sebesar  9,17% dengan kriteria 
rendah sekali, 2014 sebesar 12,88% dengan kriteria rendah sekali, 2015 
sebesar 11,72% dengan kriteria rendah sekali,  2016 sebesar 13,04% 
dengan kriteria rendah sekali, dan  2017 sebesar 18,10% dengan kriteria 
rendah sekali. 
Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa rasio 
kemandirian Kabupaten Pemalang meningkattiap tahunnya, walaupun 
ada penurunan pada tahun anggaran 2015. Sedangkan rata-rata rasio 
kemandirian daerah Kabupaten Pemalang dari tahun 2013-2017 adalah 
sekitar 12,98% dengan kriteria sangat rendah, hal tersebut 
menggambarkan bahwa besaranbergantungnya daerah kepada bantuan 
dari pihak ekstern masih sangat tinggi. Kemampuan keuangan Kabupaten 
Pemalang masih sangat rendah dan pola hubungannya instruktif dimana 
peranan pemeritah pusat mendominasi pada kemandirian pemerintah 
daerah.Adapun analisa statistik rasio kemandirian Kabupaten Pemalang 












Deskripsi Statistik Variabel Rasio Kemandirian Daerah 
Kabupaten Pemalang tahun 2013-2017 
 
Descriptive Statistics 




5 9,17 18,10 65,06 13,0120 3,20960 
Valid N 
(listwise) 
5      
Data Sekunder : diolah dengan SPSS 22 
Tabel diatas menjelaskan deskripsi statistik singkat variabel 
kemandirian daerah dengan jumlah 5 data antara tahun 2013-2017, 
jumlah minimal sebesar  9,17 %, jumlah maksimal sebesar 18,10 % dan 
rata-rata sebesar 13,01 %danstd.deviation senilai 3,20960. 
 
c. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah (X2) 
Rasio efektivitas keuangan daerah diukur untuk melihat 
seberapa efektif pendapatan asli daerah. Dihitung dengan melihat 
perbandingan antara anggaran PAD dengan realisasi PAD. Semakin 
besar realisasi PAD dari anggarannya, maka dinyatakan semakin efektif. 
Hasil dari rasio efektivitas keuangan daerah Kabupaten Pemalang tahun 










Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten Pemalang 











2013 136.362.281.618    117.177.974.000  116,37 Sangat Efektif 
2014 217.345.439.974  178.122.889.000  122,02 Sangat Efektif 
2015 230.435.212.865  209.093.274.000  110,21 Sangat Efektif 
2016 275.458.054.016  246.679.817.000  111,67 Sangat Efektif 
2017 425.893.266.850  405.333.931.000  105,07 Sangat Efektif 
 
Tabel diatas menjelaskan bahwa rasio efektivitas keuangan 
daerah Kabupaten Pemalang tahun 2013 sebesar 116,37% dengan kriteria 
sangat efektif, 2014 sebesar 122,02% dengan kriteria sangat efektif, 2015 
sebesar 110,21% dengan kriteria sangat efektif,  2016 sebesar 111,67% 
dengan kriteria sangat efektif, dan 2017 sebesar 105,07% dengan kriteria 
sangat efektif. 
Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa rasio efektivitas 
Kabupaten Pemalang pada tahun 2014 meningkat dibandingkan  
sebelumnya sebesar 5,65%,  pada tahun 2015 menurun sebesar 11,81%, 
pada tahun 2016 meningkat sebesar 1,46%, dan pada tahun 2017 
menurun sebesar 6,6%. Namun demikian, dapat disimpulkan bahwa 
pemerintah daerah Kabupaten Pemalang sudah efektif dalam mengelola 
pendapatan asli daerahnya karena nilai rasio efektivitas menunjukkan 
angka lebih dari 100%.Adapun analisa statistik rasio efektivitas keuangan 







Deskripsi Statistik Variabel Rasio Efektivitas Keuangan Daerah 
Kabupaten Pemalang tahun 2013-2017 
 
Descriptive Statistics 





5 105,07 122,02 565,34 113,0680 6,42519 
Valid N (listwise) 5      
 
Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan deskripsi statistik 
singkat variabel rasio efektivitas keuangan daerah dengan jumlah 5 data 
antara tahun 2013-2017, jumlah minimal sebesar 105,07 %, jumlah 
maksimal sebesar 122,02 % dan rata-rata sebesar 113,07 %,dan 
std.deviation senilai 6,42519. 
d. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (X3) 
Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menggambarkan 
perbandingan antara besarandana yang digunakan untuk memperoleh 
pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja 
pemerintah daerah dalam melaksanakan pemungutan pendapatan 
dikatakan efisien jika rasio yang diperoleh dibawah 100%. Semakin kecil 
rasio iniartinya kinerja pemerintahan semakin baik. Hasil dari rasio 
efisiensi keuangan daerah Kabupaten Pemalang tahun anggaran 2013-








Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Pemalang 










2013 1.477.106.031.341  1.486.773.783.371  99,35 Kurang Efisien 
2014 1.615.850.550.570  1.687.338.257.907  95,76 Kurang Efisien 
2015 1.777.978.292.423  1.966.423.490.803  90,42 Kurang Efisien 
2016 1.843.048.079.592  2.112.514.280.374  87,24 Cukup Efisien 
2017 1.896.830.515.438  2.353.030.274.957  80,61 Cukup Efisien 
 
Tabel diatas menjelaskan tentang rasio efisiensi keuangan 
daerah Kabupaten Pemalang tiap tahunnya. Tahun 2013 sebesar99,35% 
dengan kriteria kurang efisien, 2014 senilai95,76% dengan kriteria 
kurang efisien, tahun anggaran 2015 sebesar 90,42% dengan kriteria 
kurang efisien, tahun anggaran 2016 sebesar 87,24% dengan kriteria 
cukup efisien, dan 2017 sebesar 80,61% dengan kriteria cukup efisien. 
Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa rasio efisiensi 
Kabupaten Pemalang mengalami penurunan sebesar 3,59% di tahun 
2014, sebesar 5,34% di tahun 2015,  sebesar 3,18% di tahun 2016, dan 
sebesar 6,63% di tahun 2017. Secara global rasio ini beradapada nilai 
kurang dari seratus persenartinyadapat disimpulkan bahwa Pemerintah 
Kabupaten Pemalang dalam mengelola Pendapatan Asli Daerahnya 
sudah efisien.Adapun analisa statistik rasio efesiensi keuangan daerah 







Deskripsi Statistik Variabel Rasio Efisiensi Keuangan Daerah 
Kabupaten Pemalang tahun 2013-2017 
 
Descriptive Statistics 





5 80,61 99,35 453,38 90,6760 7,31918 
Valid N (listwise) 5      
 
Tabel diatas menjelaskan deskripsi statistik singkat variabel 
efisiensi keuangan daerah dengan jumlah 5 data antara tahun 2013-2017, 
jumlah minimal sebesar 80,61 %, jumlah maksimal sebesar 99,35 % dan 
rata-rata sebesar 90,68 %, dan std.deviation senilai 7,31918. 
2. Uji Asumsi Klasik 
a. Uji Normalitas 
Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model 
regresi variabel terikat dan ketiga variabel bebasnya berdistribusi secara 
normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang mempunyai nilai 
residual yang terdistribusi secara normal atau mendekati normal. Uji 
normalitas yang digunakan adalah Uji One Sample Kolmogorov Smirnov 
(K-S), uji ini dipakaiguna mengetahui apakah distribusi residual 
berdistribusi secara normal atau tidak. Adapun dasar pengambilan 
keputusan atau kriteria pengujiannya adalah jika nilai Asymp Sig. (2-
tailed)>nilai signifikansisebesar 0,05, maka nilai residual 





tailed)<nilai signifikansisebesar 0,05, maka nilai residual tidak 
berdistribusi secara normal. Adapun hasil analisis pengujian normalitas 
One Sample Kolmogorov Smirnov (K-S) dengan menggunakan SPSS 
IBM. 22 yaitu : 
Tabel 4.10 
Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
















Kolmogorov-Smirnov Z ,435 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,992 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
Data Sekunder : diolah dengan SPSS 22 
Berdasarkan output One Sample Kolmogorov-Smirnov Test, 
diperoleh nilai signifikansi (Asymp. Sig. 2-tailed). 0,992 atau 99,2%. 
Karena nilai signifikan > dari 0,05 atau (0,992 > 0,05) maka dengan 
demikian variabel dependen berdistribusi normal. 
b. Uji Multikolinieritas 
Uji multikolinieritas dipakaiguna menguji apakah model regresi 
ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Untuk mendeteksi 





dengan melihat nilai tolerance value dan nilai Variance Inflation Factor 
(VIF). Jika nilai tolerance value ≥ 0,1, dan nilai Variance Inflation 
Factor (VIF) ≤ 10, maka tidak terjadi multikolinieritas dan jika nilai 
tolerance value ≤ 0,1, dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) ≥ 10, 
maka terjadi multikolinieritas (Ghozali, 2005). 
Hasilujimultikolinieritastertera dibawah ini : 
Tabel 4.11 




Model Sig. Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
1 
(Constant) ,167   
Kemandirian Daerah (X1) ,279 ,128 7,804 
Efektivitas Keuangan Daerah (X2) ,104 ,170 5,880 
Efisiensi Keuangan Daerah (X3) ,231 ,156 7,796 
a. Dependent Variable: Belanja Modal (Y) 
Data Sekunder : diolah dengan SPSS 22 
Berdasarkantabeldiatastampakangkatolerancedari ketiga 
variabel bebas mempunyai nilai tolerance lebih besar dari 10% (0,10)  
yaitu variabel Kemandirian Daerah (X1) sebesar 0,128 (0,128 > 0,10), 
variabel Efektivitas Keuangan Daerah (X2) sebesar 0,170 (0,170 > 0,10), 
dan variabel Efisiensi Keuangan Daerah (X3) sebesar 0,156 (0,156 > 
0,10), dan nilai Variance Inflantion Factor (VIF) kurang dari 10  yaitu  
variabel Kemandirian Daerah (X1) = 7,804 (7,804 < 10), variabel 
Efektivitas Keuangan Daerah (X2) = 5,880 (5,880 < 10), dan variabel 





kesimpulanbahwa dalam model regresi tidak terjadi multikolinieritasantar 
variabel bebasnya. 
c. Uji Autokorelasi 
Untukmengujiapakahdalam 
sebuahmodelregresilinieradakorelasiantara kesalahan pengganggu pada 
periode t dengan kesalahan pada periode t sebelumnya. 
Modelregresiyangbaikyaituregresi 
yangbebasautokorelasi.Untukmendeteksi autokorelasibiasdiamatipada 
tableDurbin-Watson (D-W). Jika D-W dibawah -2 
berartiadaautokorelasipositif,jikaD-W diantara-
2sampai+2,berartitidakada autokorelasi, dan jika D-W diatas +2 berarti 
ada autokorelasi negatif. 
Tabel 4.12 




Model R R Square Adjusted R 
Square 






 ,989 ,954 13,07988 2,264 
a. Predictors: (Constant), Efisiensi Keuangan Daerah (X3), Efektivitas Keuangan 
Daerah (X2), Kemandirian Daerah (X1) 
b. Dependent Variable: Belanja Modal (Y) 
Data Sekunder : diolah dengan SPSS 22 
 
Dari tabel diatas diperoleh nilai hitung Durbin-Waston sebesar 
2,264, nilai ini akan dibandingkan dengan tabel DW dengan jumlah 
sampel (n) = 5, jumlah variabel independen (k) = 3 dan tingkat 





demikianbiasdiambil kesimpulan bahwa du < dw < (4-du) (4-0,000 = 
4,000) 0,000 <2,264< 4,000, maka dapat disimpulkan bahwa Ho diterima 
atau Ha ditolak, ini berarti dalam model linier tidak terjadi autokorelasi. 








titik-titikmenyebar.Lebihjelasnya modelscatterplot dari hasilperhitungan 
ditunjukkan dibawah ini. 
 
Gambar4.2 







Berdasarkan grafik scatterplot diatas terlihatjelas sebaran data 
tidak membentuk model yang jelas, titik-titik data menyebar diatas dan 
dibawah angka 0 pada sumbu Y. Maka bisa diambilkesimpulan bahwa 
pada model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas, atau dengan kata lain 
pada model regresi terjadi kesamaan variance dari residual satu 
pengamatan ke pengamatan yang lain.  
 
3. Analisis Regresi Linier Berganda 
Analisis regresi linear digunakan untuk menyatakan hubungan 
variabel bebas (X) secara bersama-sama variabel terikat (Y).  Analisis ini 
untuk mengetahui pengaruh antara Kemandirian Daerah (X1), Efektivitas 
Keuangan Daerah (X2), dan Efisiensi Keuangan Daerah (X3) terhadap 
Belanja Modal (Y) di Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 
2013- 2017. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda dapat dilihat pada 
tabel berikut : 
Tabel 4.13 









B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 891,115 238,809  3,731 ,167 
Kemandirian 
Daerah (X1) 












9,941 3,769 1,187 2,637 ,231 
a. Dependent Variable: Belanja Modal (Y) 
Data Sekunder : diolah dengan SPSS 22 
Berdasarkan tabel diatas diperoleh persamaan regresi sebagai 
berikut: 
Ŷ = 891,115 + 12,161X1+ -15,016X2 + 9,941X3 + e 
Persamaan regresi diatas memiliki arti sebagai berikut: 
a) Nilai konstanta (a) adalah sebesar 891,115. 
b) Nilai koefesien regresi variabel Kemandirian Daerah(b1) bernilai positif, 
yaitu 12,161. Artinya Kemandirian Daerah (X1)memiliki pengaruh positif 
terhadap Belanja Modal, sehingga jika Kemandirian Daerah (X1) 
meningkat sebesar 1 %, maka Belanja Modal naik senilai12,161%. 
c) Nilai koefesien regresi variabel Efektivitas Keuangan Daerah(b2) bernilai 
negatif, yaitu -15,016. Artinya Efektivitas Keuangan Daerah (X2) 
berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal, sehingga jika Efektivitas 
Keuangan Daerah (X2) meningkat sebesar 1 %, maka Belanja Modal 
akan turun sebesar -15,016%. 
d) Nilai koefesien regresi variabel Efisiensi Keuangan Daerah(b3) bernilai 
positif, yaitu 9,941. Artinya Efisiensi Keuangan Daerah (X3)memiliki 
pengaruh positif terhadap Belanja Modal, sehingga jika Efisiensi 










4. Pengujian Hipotesis 
a) Uji Simultan (Uji F) 
Uji simultan menggunakan uji F dipakaiguna mengetahui apakah 
semua variabel independen yang dimasukkan dalam model berpengaruh 
secara bersamaan terhadap variabel dependen. Pengujian dibuktikan  
dengan membuatperbandingan antara nilai kritis F (table) dengan nilai F 
(hitung) yang terdapat pada tabel analisis varian. Jika Fhitung>Ftabel  maka 
keputusan menolak hipotesis nol (Ho) dan menerima hipotesis alternatif 
(Ha), artinya secara statistik data yang digunakan untuk membuktikan 
bahwa semua variabel independen berpengaruh terhadap variabel terikat.  
Uji F digunakan untuk menguji hipotesis 1 yang menyatakan 
bahwa : Rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas keuangan daerah, dan 
rasio efisiensi keuangan daerah berpengaruh secara simultan terhadap 
belanja modal untuk pelayanan publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten 
Pemalang tahun 2013 - 2017. 
Hasil uji F dengan IBM SPSS 22 dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel 4.14 




Model Sum of 
Squares 






Regression 14859,661 3 4953,220 28,952 ,136
b
 
Residual 171,083 1 171,083   
Total 15030,745 4    
a. Dependent Variable: Belanja Modal (Y) 
b. Predictors: (Constant), Efisiensi Keuangan Daerah (X3), Efektivitas Keuangan 
Daerah (X2), Kemandirian Daerah (X1) 
Data Sekunder : diolah dengan SPSS 22 
Berdasarkan tabel diatas, diperoleh besaran Fhitung senilai 
28,952dan nilai sig. sebesar 0,136. Nilai Ftabel dicari pada sig. 0,05 
dengan derajat kebebasan df = n-k atau 5-3=2, diperoleh Ftabel sebesar 
19,164 (lihat lampiran F tabel). 
Berdasarkan kriteria pengujian apabilaFhitung<Ftabel maka Ho 
diterima, artinya Ha ditolak dan jika Fhitung>Ftabel maka Ho ditolak, 
artinya Ha diterima, Karena Fhitung sebesar 28,952 dan nilai Ftabel sebesar 
19,164, (28,952 >19,164), maka Ho ditolak, artinya Ha diterima. Dan 
nilai signifikansi sebesar 0,136 > 0,05 yang berarti tidak signifikan, maka 
bisa diambil kesimpulanyaitu Kemandirian Daerah (X1), Efektivitas 
Keuangan Daerah (X2) dan Efisiensi Keuangan Daerah (X3)memiliki 
pengaruh tidak signifikan secara bersama-sama terhadap Belanja Modal 
(Y) untuk pelayanan publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten 
Pemalang tahun 2013-2017, dengan demikian hipotesis yang menyatakan 
bahwa “Rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas keuangan daerah, 
dan rasio efisiensi keuangan daerah berpengaruh secara simultan 
terhadap belanja modal untuk pelayanan publik pada Pemerintah Daerah 
Kabupaten Pemalang tahun 2013-2017”dapat diterima. 





Uji hipotesis menggunakan uji parsial t, yaitu untuk menguji 
seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individu dalam 
menjelaskan variasi variabel dependen. Keputusan diambil dengan 
membandingkan nilai t hitung dan nilai kritis sesuai dengan tingkat 
signifikan yang digunakan yaitu 0,05 (5%).  
Uji t digunakan untuk menguji hipotesis ke 2, hipotesis ke 3 dan 
hipotesis ke 4. Hasil uji t dengan menggunakan IBM SPSS 22 bisa dilihat 
dibawah ini :  
Tabel 4.15 









B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 891,115 238,809  3,731 ,167 
Kemandirian 
Daerah (X1) 








9,941 3,769 1,187 2,637 ,231 
a. Dependent Variable: Belanja Modal (Y) 
Data Sekunder : diolah dengan SPSS 22 
Berdasarkan tabel diatas diperoleh hasil sebagai berikut : 
a) Nilai t hitung variabel Kemandirian Daerah (X1) sebesar 2,136dengan nilai 
signifikansi sebesar 0,279.  
b) Nilai t hitung variabel Efektivitas Keuangan Daerah (X2) sebesar -





c) Nilai t hitung variabel Efisiensi Keuangan Daerah (X3) sebesar 2,637dan  
sig. senilai 0,231. 
d) Nilai t tabel dilihat pada sig. 0,05/2 = 0,025 (uji 2 sisi) dengan derajat 
kebebasan df = n-k atau 5-3=2, diperoleh t tabel sebesar 4,303 (lihat 
lampiran t tabel). 
Berdasarkan kriteria pengujian apabila nilai t hitung < t tabel maka 
Haditolak dan Ho diterima, artinya variabel bebas secara individual tidak 
berpengaruh terhadap variabel terikat dan apabila nilai t hitung < t tabel maka 
Haditolak dan Ho diterima, artinya variabel bebas secara 
individualberpengaruh signifikan pada variabel dependen, maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
a) Karena thitung variabel Kemandirian Daerah (X1)<ttabel (2,136<4,303), maka 
Ho diterima, artinya Ha ditolak, jadi variabel Kemandirian Daerah (X1) 
tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal (Y), dan karena nilai 
signifikansinya adalah 0,279> nilai α (0,05), maka dapat disimpulkan 
bahwaKemandirian Daerah (X1) secara parsial tidak berpengaruh tidak 
signifikan terhadap Belanja Modal untuk pelayanan publik pada 
Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2013-2017, dengan 
demikian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa “Rasio kemandirian 
daerah berpengaruh secara parsial terhadap belanja modal untuk pelayanan 






b) KarenathitungvariableEfektivitas KeuanganDaerah (X2)<ttabel(-6,084<4,303), 
maka Ho diterima, artinya Ha ditolak, jadi variabel Efektivitas Keuangan 
Daerah (X2) tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal (Y), dan 
karena nilai signifikansinya adalah 0,104 lebih besar dari nilai α (0,05), 
maka dapat disimpulkan bahwaEfektivitas Keuangan Daerah (X2) secara 
parsial tidak berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Modal untuk 
pelayanan publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang tahun 
2013-2017, dengan demikian hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa 
“Rasio efektivitas keuangan daerah berpengaruh secara parsial terhadap 
belanja modal untuk pelayanan publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten 
Pemalang tahun 2013-2017” ditolak. 
c) Karena thitung variabel Efisiensi Keuangan Daerah (X3)<ttabel (2,637<4,303), 
maka Ho diterima, artinya Ha ditolak, jadi variabel Efisiensi Keuangan 
Daerah (X3) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal (Y), dan karena 
nilai signifikansinya adalah 0,231 lebih besar dari nilai α (0,05), maka 
dapat disimpulkan bahwaEfisiensi Keuangan Daerah (X3) secara parsial 
tidak berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Modal untuk 
pelayanan publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang tahun 
2013-2017, dengan demikian hipotesis keempat yang menyatakan bahwa 
“Rasio efisiensi keuangan daerah berpengaruh secara parsial terhadap 
belanja modal untuk pelayanan publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten 






5. Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien determinasi pada dasarnya dipakai untuk menghitung 
seberapa besar pengaruh variabel Kemandirian Daerah (X1), Efektivitas 
Keuangan Daerah (X2) dan Efisiensi Keuangan Daerah (X3)terhadap 
Belanja Modal (Y). Adapun hasil uji koefisien determinasi (R
2
) yaitu : 
Tabel 4.16 





















 ,989 ,954 13,07988 ,989 28,952 3
a
 1 ,136 
a. Predictors: (Constant), Efisiensi Keuangan Daerah (X3), Efektivitas Keuangan 
Daerah (X2), Kemandirian Daerah (X1) 
b. Dependent Variable: Belanja Modal (Y) 
 
Dari tabel hasil uji koefisien determinasi simultan diatas didapatkan 





 x 100%) = 0,989 (98,9%). Artinya variabel Kemandirian Daerah (X1), 
Efektivitas Keuangan Daerah (X2) dan Efisiensi Keuangan Daerah (X3) 
secara bersama-sama mempengaruhi variabel Belanja Modal (Y) sebesar 
98,9%, sedangkan sisanya sebesar 100% - 98,9% = 1,1% masih dipengaruhi 













1. Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah (X1), Rasio Efektivitas 
Keuangan Daerah (X2) dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (X3) 
secara simultan terhadap Belanja Modal (Y) untuk Pelayanan Publik 
pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013-2017 
Hasil penelitian dengan uji deskripsi pada proporsi belanja modal 
terhadap total belanja daerah Kabupaten Pemalang menunjukkan bahwa 
proporsi belanja modal tiap tahun meningkat. Tetapi proporsinya sangat kecil 
yaitu antara 10,17 sampai dengan 17,72, apabila dibandingkan dengan belanja 
tidak langsung, lebih besar dibandingkan dengan belanja langsung yaitu 
belanja yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, termasuk 
belanja modal untuk pelayanan publik. 
Hasil penelitian dengan uji F menunjukkan bahwa F hitung senilai 
28,952dengan nilai signifikansi sebesar 0,136. Karena Fhitung sebesar 28,952 
dan nilai Ftabel sebesar 19,164, (28,952 >19,164), maka Ho ditolak, artinya Ha 
diterima. Dan nilai signifikansi sebesar 0,136 > 0,05 yang berarti tidak 
signifikan, jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang tidak 
signifikan antara Kemandirian Daerah (X1), Efektivitas Keuangan Daerah 





Belanja Modal (Y) untuk pelayanan publik pada Pemerintah Daerah 
Kabupaten Pemalang tahun 2013-2017. 
Hasil penelitian dengan uji determinasi didapatkan angka koefisien 




 x 100%) = 
0,989 (98,9%). Hal ini berarti variabel Kemandirian Daerah (X1), Efektivitas 
Keuangan Daerah (X2) dan Efisiensi Keuangan Daerah (X3) secara bersama-
sama mempengaruhi variabel Belanja Modal (Y) sebesar 98,9%, sedangkan 
sisanya sebesar 100% - 98,9% = 1,1% masih dipengaruhi oleh faktor-faktor 
atau sebab-sebab yang lain di luar variabel yang diteliti. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan Vella Kurniasih Fitri (2013) yang 
menyatakan bahwa rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas keuangan 
daerah, rasio efisiensi keuangan daerah, dan dana alokasi umum memiliki 
pengaruh tidak signifikan terhadap alokasi  belanja modal. 
 
2. Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah (X1) secara Parsial terhadap 
Belanja Modal (Y) untuk Pelayanan Publik pada Pemerintah Daerah 
Kabupaten Pemalang Tahun 2013-2017  
Hasil penelitian dengan uji deskripsi terhadap rasio kemandirian 
daerah menunjukkan bahwa rasio kemandirian Kabupaten Pemalang 
meningkat tiap tahunnya, walaupun ada penurunan pada tahun anggaran 
2015. Sedangkan rata-rata rasio kemandirian daerah Kabupaten Pemalang 
dalam tahun 2013-2017 adalah sekitar 12,98% dengan kriteria sangat rendah, 
dengan demikian proporsi bergantungnya daerah kepada bantuan pihak 





masih sangat rendah dan pola hubungannya instruktif dimana pemeritah pusat 
mendominasi daripada kemandirian Pemerintah Daerah. 
Hasil penelitian dengan uji t parsial didapat nilai t hitung variabel 
Kemandirian Daerah (X1) sebesar 2,136dengan sig. senilai 0,279. Karena 
thitung variabel Kemandirian Daerah (X1)<ttabel (2,136<4,303), maka Ho 
diterima, artinya Ha ditolak, jadi variabel Kemandirian Daerah (X1) tidak 
memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal (Y), dan karena nilai 
signifikansinya adalah 0,279 lebih besar dari nilai α (0,05), dengan demikian 
bisa diambil kesimpulan yaituKemandirian Daerah (X1) secara parsial tidak 
berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Modal untuk pelayanan publik 
pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2013-2017. 
Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan Riko 
Novianto dan Rafiudin Hanafiah(2015) yang menyatakan bahwa tingkat 
kemandirian keuangan  tahun sebelumnya secara parsial tidak memiliki 
pengaruh terhadap belanja modal. 
 
3. Pengaruh Rasio Efektivitas Keuangan Daerah (X2) secara parsial 
terhadap Belanja Modal (Y) untuk Pelayanan Publik pada 
Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013-2017  
Hasil penelitian dengan uji deskripsi terhadap rasio efektivitas 
keuangan daerah menunjukkan bahwa rasio efektivitas Kabupaten Pemalang 
pada tahun 2014 meningkat dibandingkan sebelumnya sebesar 5,65%,  pada 
tahun 2015 menurun sebesar 11,81%, pada tahun 2016 meningkat sebesar 





disimpulkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Pemalang sudah efektif 
dalam mengelola pendapatan asli daerahnya karena nilai rasio efektivitas 
menunjukkan angka lebih dari 100%. 
Hasil penelitian dengan uji t parsial didapathasil t hitung variabel 
Efektivitas Keuangan Daerah (X2) sebesar -6,084dengan nilai signifikansi 
sebesar 0,104. Karena thitung variabel Efektivitas Keuangan Daerah (X2)<ttabel 
(-6,084<4,303), maka Ho diterima, artinya Ha ditolak, jadi variabel 
Efektivitas Keuangan Daerah (X2) tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja 
Modal (Y), dan karena nilai signifikansinya adalah 0,104 > nilai α (0,05), 
dengan demikian bisa diambil kesimpulan yaituEfektivitas Keuangan Daerah 
(X2) secara parsial tidak berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Modal 
untuk pelayanan publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang tahun 
2013-2017. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Novianto Indratno (2016) yang menyatakan bahwa rasio efektivitas dan rasio 
ketergantungan daerah tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. 
 
4. Pengaruh Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (X3) secara parsial 
terhadap Belanja Modal (Y) untuk Pelayanan Publik pada 
Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013-2017  
Hasil penelitian dengan uji deskripsi terhadap rasio efisiensi keuangan 
daerah menunjukkan bahwa rasio efisiensi Kabupaten Pemalang mengalami 
penurunan sebesar 3,59% di tahun 2014 sebesar 5,34% di tahun 2015,  





rasio efisiensi menunjukkan angka kurang dari 100% berarti bisa dikatakan 
bahwa Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam mengelola Pendapatan Asli 
Daerahnya sudah efisien. 
Hasil penelitian dengan uji t parsial diperoleh nilai t hitung variabel 
Efisiensi Keuangan Daerah (X3) sebesar 2,637dengan nilai signifikansi 
sebesar 0,231. Karena thitung variabel Efisiensi Keuangan Daerah (X3)<ttabel 
(2,637<4,303), maka Ho diterima, artinya Ha ditolak, jadi variabel Efisiensi 
Keuangan Daerah (X3) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal (Y), dan 
karena nilai signifikansinya adalah 0,231 lebih besar dari nilai α (0,05), 
dengan demikian bisa diambil kesimpulan yaitu Efisiensi Keuangan Daerah 
(X3) secara parsial tidak memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap Belanja 
Modal untuk pelayanan publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang 
tahun 2013-2017. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan Verawaty, Citra Indah Merina, dan 
Mela Sari (2013) yang menyatakan bahwa rasio efektivitas keuangan daerah, 
rasio efisiensi keuangan daerah, DAU, DAK, dan pertumbuhan ekonomi 






KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan uji hipotesis yang sudah dilaksanakan, bisa 
diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Kemandirian Daerah, Efektivitas Keuangan Daerah, dan Efisiensi 
Keuangan Daerah secara simultan berpengaruh tidak signifikan terhadap 
Belanja Modal untuk pelayanan publik pada Pemerintah Daerah 
Kabupaten Pemalang tahun 2013-2017, hal ini dibuktikan dengan hasil 
analisis Uji F yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi> 0,05 (0,136 > 
0,05 ). 
2. Kemandirian Daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap Belanja 
Modal untuk pelayanan publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten 
Pemalang tahun 2013-2017, hal ini dibuktikan dari hasil nilai thitung <ttabel 
(2,136<4,303). 
3. Efektivitas Keuangan Daerahsecara parsial tidak berpengaruh terhadap 
Belanja Modal untuk pelayanan publik pada Pemerintah Daerah 
Kabupaten Pemalang tahun 2013-2017, hal ini dibuktikan dari hasil nilai 
thitung <ttabel (-6,084 <4,303). 
4. Efisiensi Keuangan Daerahsecara parsial tidak berpengaruh terhadap 
Belanja Modal untuk pelayanan publik pada Pemerintah Daerah 
Kabupaten Pemalang tahun 2013-2017, hal ini dibuktikan dari hasil nilai 






Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh diatas, maka dalam hal 
ini dapat diberikan saran-saran sebagai berikut : 
1. Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang diharapkan mempertahankan 
atau meningkatkan kemandirian daerah, efektivitas keuangan daerah dan 
efisiensi keuangan daerah dalam mengalokasikan proporsi belanja modal 
untuk pelayanan publik sehingga dapat meningkat dan bertambah pada 
setiap tahunnya. 
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang seharusnya lebih optimal dalam 
menggali potensi ekonomi daerahnyaguna meningkatkan pendapatan 
daerah sehingga terwujud kemandirian daerah untuk mendanaisemua 
pengeluaran agar dapat mengurangi ketergantungan pada pihak ekstern 
(Pemerintah Pusat dan Provinsi). 
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang hendaknya mempunyai strategi 
yang dapat meminimalisir rintangan/hambatan dalam menggali 
Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti dengan cara melakukan 
penyempurnaan terhadap sistem perpajakan atau dengan melakukan 
pemungutan pajak secara intensif agar penerimaan pendapatan daerah 
dapat lebih efektif dan sesuai dengan target yang direncanakan. 
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang sebaiknya melakukan efisiensi 
dan pengawasan terutama dalam membelanjakan anggaran supaya sesuai 






5. Untuk Penelitian selanjutnya diharapkan  menggunakan  variabel  yang  
lebih bervariasi, dengan ditambah lagi variabel bebas lainnya baik ukuran 
maupun jenis penerimaan pemerintah daerah lainnya seperti penerimaan 
pembiayaan pada APBD atas SiLPA tahun anggaran sebelumnya, 
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Lampiran 1.  Data Penelitian 
 
 
Realisasi Belanja Modal Kabupaten Pemalang 
Periode 2013-2017 (dalam jutaan rupiah) 
Jenis Belanja Modal 2013 2014 2015 2016 2017 
Belanja Tanah 480  618  714  1.392  11.885 
Belanja Peralatan dan Mesin 23.069    34.473  47.083 61.827 57.680 
Belanja Bangunan dan Gedung 111.639 53.471  54.633  88.998 144.210 
Belanja Jalan, Irigasi dan 
Jaringan 
114.366  72.596 162.917 85.302  94.178  
Belanja Aset Tetap Lainnya 421  3.231  2.421 8.562 28.135 
Jumlah 249.976  164.388 267.767 246.080  336.088  
 
Proporsi Realisasi Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah  
Kabupaten Pemalang 







2013  1.477.106.031.341   249.976.019.799  16,92 % 
2014 1.615.850.550.570   164.388.705.445  10,17 % 
2015 1.777.978.292.423   267.766.979.163  15,06 % 
2016 1.843.048.079.592   246.080.497.261  13,35 % 
2017 1.896.830.515.438   336.088.968.940  17,72 % 
 
Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Pemalang 







a b c=(a:b) 
2013   136.362.281.618  1.486.773.783.371 9,17 % Rendah Sekali 
2014  217.345.439.974   1.687.338.257.907  12,88 % Rendah Sekali 
2015  230.435.212.865  1.966.423.490.803  11,72 % Rendah Sekali 
2016  275.458.054.016  2.112.514.280.374  13,04 % Rendah Sekali 






Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten Pemalang 
Periode 2013-2017 (dalam rupiah) 
Tahun 
Realisasi 





a b c=(a:b) 
2013 136.362.281.618    117.177.974.000  116,37 Sangat Efektif 
2014 217.345.439.974  178.122.889.000  122,02 Sangat Efektif 
2015 230.435.212.865  209.093.274.000  110,21 Sangat Efektif 
2016 275.458.054.016  246.679.817.000  111,67 Sangat Efektif 
2017 425.893.266.850  405.333.931.000  105,07 Sangat Efektif 
 
Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Pemalang 
Periode 2013-2017 (dalam rupiah) 
Tahun 
Realisasi 





a b c=(a:b) 
2013 1.477.106.031.341  1.486.773.783.371  99,35 Kurang Efisien 
2014 1.615.850.550.570  1.687.338.257.907  95,76 Kurang Efisien 
2015 1.777.978.292.423  1.966.423.490.803  90,42 Kurang Efisien 
2016 1.843.048.079.592  2.112.514.280.374  87,24 Cukup Efisien 







































2013  249.98 9,17 % 116,37 99,35 
2014  164.39 12,88 % 122,02 95,76 
2015  267.77 11,72 % 110,21 90,42 
2016  246.08 13,04 % 111,67 87,24 




















Lampiran 3.  Hasil Deskripsi Statistik 
 
 
HASIL UJI DESKRIPSI STATISTIK 
 
DESCRIPTIVES VARIABLES=X1 





 N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation 
Kemandirian Daerah 
(X1) 
5 9,17 18,10 65,06 13,0120 3,20960 
Valid N (listwise) 5      
 
DESCRIPTIVES VARIABLES=X2 






 N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation 
Efektivitas Keuangan 
Daerah (X2) 
5 105,07 122,02 565,34 113,0680 6,42519 
Valid N (listwise) 5      
 
DESCRIPTIVES VARIABLES=X3 






 N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation 
Efisiensi Keuangan Daerah 
(X3) 
5 80,61 99,35 453,38 90,6760 7,31918 














 N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation 
Belanja Modal (Y) 5 164,39 336,09 1264,31 252,8620 61,29997 
Valid N (listwise) 5      
 
DESCRIPTIVES VARIABLES=X1 X2 X3 Y 





 N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation 
Kemandirian Daerah 
(X1) 
5 9,17 18,10 65,06 13,0120 3,20960 
Efektivitas Keuangan 
Daerah (X2) 
5 105,07 122,02 565,34 113,0680 6,42519 
Efisiensi Keuangan 
Daerah (X3) 
5 80,61 99,35 453,38 90,6760 7,31918 
Belanja Modal (Y) 5 164,39 336,09 1264,31 252,8620 61,29997 















Lampiran 4.  Hasil Uji Asumsi Klasik 
 
 




  /K-S(NORMAL)=X1 X2 X3 Y 
  /STATISTICS DESCRIPTIVES 





 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 
Kemandirian Daerah (X1) 5 13,0120 3,20960 9,17 18,10 
Efektivitas Keuangan Daerah 
(X2) 
5 113,0680 6,42519 105,07 122,02 
Efisiensi Keuangan Daerah 
(X3) 
5 90,6760 7,31918 80,61 99,35 
Belanja Modal (Y) 5 252,8620 61,29997 164,39 336,09 
 
 















Mean 13,0120 113,0680 90,6760 252,8620 
Std. Deviation 3,20960 6,42519 7,31918 61,29997 
Most Extreme 
Differences 
Absolute ,297 ,186 ,156 ,256 
Positive ,297 ,186 ,118 ,204 
Negative -,144 -,128 -,156 -,256 
Kolmogorov-Smirnov Z ,663 ,416 ,350 ,572 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,772 ,995 1,000 ,899 
a. Test distribution is Normal. 









  /K-S(NORMAL)=RES_1 












Std. Deviation 6,53994134 




Kolmogorov-Smirnov Z ,435 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,992 
a. Test distribution is Normal. 






  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT Y 











Efisiensi Keuangan Daerah (X3), Efektivitas 





a. Dependent Variable: Belanja Modal (Y) 








Model R R Square Adjusted R 
Square 




 ,989 ,954 13,07988 
a. Predictors: (Constant), Efisiensi Keuangan Daerah (X3), Efektivitas 






Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 14859,661 3 4953,220 28,952 ,136
b
 
Residual 171,083 1 171,083   
Total 15030,745 4    
a. Dependent Variable: Belanja Modal (Y) 
b. Predictors: (Constant), Efisiensi Keuangan Daerah (X3), Efektivitas Keuangan Daerah (X2), 







Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
T 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 891,115 238,809  3,731 
Kemandirian Daerah (X1) 12,161 5,692 ,637 2,136 
Efektivitas Keuangan Daerah 
(X2) 
-15,016 2,468 -1,574 -6,084 
Efisiensi Keuangan Daerah 
(X3) 



















Model Sig. Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
1 
(Constant) ,167   
Kemandirian Daerah (X1) ,279 ,128 7,804 
Efektivitas Keuangan Daerah (X2) ,104 ,170 5,880 
Efisiensi Keuangan Daerah (X3) ,231 ,156 7,796 













1 3,950 1,000 ,00 ,00 ,00 
2 ,049 9,010 ,00 ,09 ,00 
3 ,001 75,640 ,52 ,11 ,24 







Model Dimension Variance Proportions 


















  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT Y 
  /METHOD=ENTER X1 X2 X3 











Efisiensi Keuangan Daerah (X3), Efektivitas Keuangan 




a. Dependent Variable: Belanja Modal (Y) 






Model R R Square Adjusted R 
Square 





 ,989 ,954 13,07988 2,264 
a. Predictors: (Constant), Efisiensi Keuangan Daerah (X3), Efektivitas Keuangan Daerah (X2), 
Kemandirian Daerah (X1) 







Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 14859,661 3 4953,220 28,952 ,136
b
 
Residual 171,083 1 171,083   
Total 15030,745 4    
a. Dependent Variable: Belanja Modal (Y) 
b. Predictors: (Constant), Efisiensi Keuangan Daerah (X3), Efektivitas Keuangan Daerah (X2), 










Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 891,115 238,809  3,731 ,167 
Kemandirian 
Daerah (X1) 








9,941 3,769 1,187 2,637 ,231 





 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 167,3688 334,7758 252,8620 60,95011 5 
Residual -9,75170 6,04036 ,00000 6,53994 5 
Std. Predicted Value -1,403 1,344 ,000 1,000 5 
Std. Residual -,746 ,462 ,000 ,500 5 





















  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT Y 
  /METHOD=ENTER X1 X2 X3 
  /SCATTERPLOT=(*SRESID ,*ZPRED) 




















Lampiran 5.  Hasil Uji Regresi Linier Berganda 
 
 
HASIL UJI REGRESI LINIER BERGANDA 




  /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA CHANGE 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT Y 
  /METHOD=ENTER X1 X2 X3 
  /SCATTERPLOT=(*ZPRED ,Y) 






 Mean Std. Deviation N 
Belanja Modal (Y) 252,8620 61,29997 5 
Kemandirian Daerah (X1) 13,0120 3,20960 5 
Efektivitas Keuangan Daerah (X2) 113,0680 6,42519 5 
















Belanja Modal (Y) 1,000 ,542 -,952 -,721 
Kemandirian Daerah (X1) ,542 1,000 -,611 -,890 
Efektivitas Keuangan 
Daerah (X2) 
-,952 -,611 1,000 ,852 
Efisiensi Keuangan 
Daerah (X3) 
-,721 -,890 ,852 1,000 





Kemandirian Daerah (X1) ,173 . ,137 ,021 
Efektivitas Keuangan 
Daerah (X2) 
,006 ,137 . ,034 
Efisiensi Keuangan 
Daerah (X3) 
,085 ,021 ,034 . 
N 
Belanja Modal (Y) 5 5 5 5 
Kemandirian Daerah (X1) 5 5 5 5 
Efektivitas Keuangan 
Daerah (X2) 
5 5 5 5 
Efisiensi Keuangan 
Daerah (X3) 










Efisiensi Keuangan Daerah (X3), Efektivitas Keuangan Daerah 




a. Dependent Variable: Belanja Modal (Y) 



















 ,989 ,954 13,07988 ,989 28,952 3
a
 1 ,136 
a. Predictors: (Constant), Efisiensi Keuangan Daerah (X3), Efektivitas Keuangan Daerah (X2), Kemandirian 
Daerah (X1) 







Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 14859,661 3 4953,220 28,952 ,136
b
 
Residual 171,083 1 171,083   
Total 15030,745 4    





b. Predictors: (Constant), Efisiensi Keuangan Daerah (X3), Efektivitas Keuangan Daerah (X2), 











B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 891,115 238,809  3,731 ,167 
Kemandirian Daerah (X1) 12,161 5,692 ,637 2,136 ,279 
Efektivitas Keuangan 
Daerah (X2) 
-15,016 2,468 -1,574 -6,084 ,104 
Efisiensi Keuangan Daerah 
(X3) 
9,941 3,769 1,187 2,637 ,231 





 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 167,3688 334,7758 252,8620 60,95011 5 
Residual -9,75170 6,04036 ,00000 6,53994 5 
Std. Predicted Value -1,403 1,344 ,000 1,000 5 
Std. Residual -,746 ,462 ,000 ,500 5 







Lampiran 6.  Nilai-nilai F tabel 
 





1 2 3 4 5 6 
1 199,500 199,500 215,707 224,583 230,162 233,986 
2 19,000 19,000 19,164 19,247 19,296 19,330 
3 9,552 9,552 9,277 9,117 9,013 8,941 
4 6,944 6,944 6,591 6,388 6,256 6,163 
5 5,786 5,786 5,409 5,192 5,050 4,950 
6 5,143 5,143 4,757 4,534 4,387 4,284 
7 4,737 4,737 4,347 4,120 3,972 3,866 
8 4,459 4,459 4,066 3,838 3,687 3,581 
9 4,256 4,256 3,863 3,633 3,482 3,374 
10 4,103 4,103 3,708 3,478 3,326 3,217 
11 3,982 3,982 3,587 3,357 3,204 3,095 
12 3,885 3,885 3,490 3,259 3,106 2,996 
13 3,806 3,806 3,411 3,179 3,025 2,915 
14 3,739 3,739 3,344 3,112 2,958 2,848 
15 3,682 3,682 3,287 3,056 2,901 2,790 
16 3,634 3,634 3,239 3,007 2,852 2,741 
17 3,592 3,592 3,197 2,965 2,810 2,699 
18 3,555 3,555 3,160 2,928 2,773 2,661 
19 3,522 3,522 3,127 2,895 2,740 2,628 
20 3,493 3,493 3,098 2,866 2,711 2,599 
21 3,467 3,467 3,072 2,840 2,685 2,573 
22 3,443 3,443 3,049 2,817 2,661 2,549 
23 3,422 3,422 3,028 2,796 2,640 2,528 
24 3,403 3,403 3,009 2,776 2,621 2,508 
25 3,385 3,385 2,991 2,759 2,603 2,490 
26 3,369 3,369 2,975 2,743 2,587 2,474 
27 3,354 3,354 2,960 2,728 2,572 2,459 
28 3,340 3,340 2,947 2,714 2,558 2,445 
29 3,328 3,328 2,934 2,701 2,545 2,432 
30 3,316 3,316 2,922 2,690 2,534 2,421 
31 3,305 3,305 2,911 2,679 2,523 2,409 
32 3,295 3,295 2,901 2,668 2,512 2,399 
33 3,285 3,285 2,892 2,659 2,503 2,389 
34 3,276 3,276 2,883 2,650 2,494 2,380 















1 2 3 4 5 6 
36 3,259 3,259 2,866 2,634 2,477 2,364 
37 3,252 3,252 2,859 2,626 2,470 2,356 
38 3,245 3,245 2,852 2,619 2,463 2,349 
39 3,238 3,238 2,845 2,612 2,456 2,342 









































Lampiran 7.  Nilai-nilai dalam Distribusi t 
 
NILAI-NILAI DALAM DISTRIBUSI t 
 
α  untuk uji dua fihak (two tail test) 
 0,50 0,20 0,10 0,05 0,02 0,01 
α  untuk uji satu fihak (one tail test) 
dk 0,25 0,10 0,005 0,025 0,01 0,005 
1 1,000 3,078 6,314 12,706 31,821 63,657 
2 0,816 1,886 2,920 4,303 6,965 9,925 
3 0,765 1,638 2,353 3,182 4,541 5,841 
4 0,741 1,533 2,132 2,776 3,747 4,604 
5 0,727 1,476 2,015 2,571 3,365 4,032 
6 0,718 1,440 1,943 2,447 3,143 3,707 
7 0,711 1,415 1,895 2,365 2,998 3,499 
8 0,706 1,397 1,860 2,306 2,896 3,355 
9 0,703 1,383 1,833 2,262 2,821 3,250 
10 0,700 1,372 1,812 2,228 2,764 3,169 
11 0,697 1,363 1,796 2,201 2,718 3,106 
12 0,695 1,356 1,782 2,179 2,681 3,055 
13 0,694 1,350 1,771 2,160 2,650 3,012 
14 0,692 1,345 1,761 2,145 2,624 2,977 
15 0,691 1,341 1,753 2,131 2,602 2,947 
16 0,690 1,337 1,746 2,120 2,583 2,921 
17 0,689 1,333 1,740 2,110 2,567 2,898 
18 0,688 1,330 1,734 2,101 2,552 2,878 
19 0,688 1,328 1,729 2,093 2,539 2,861 
20 0,687 1,325 1,725 2,086 2,528 2,845 
21 0,686 1,323 1,721 2,080 2,518 2,831 
22 0,686 1,321 1,717 2,074 2,508 2,819 
23 0,685 1,319 1,714 2,069 2,500 2,807 
24 0,685 1,318 1,711 2,064 2,492 2,797 
25 0,684 1,316 1,708 2,060 2,485 2,787 
26 0,684 1,315 1,706 2,056 2,479 2,779 
27 0,684 1,314 1,703 2,052 2,473 2,771 
28 0,683 1,313 1,701 2,048 2,467 2,763 
29 0,683 1,311 1,699 2,045 2,462 2,756 
30 0,683 1,310 1,697 2,042 2,457 2,750 
31 0,682 1,309 1,696 2,040 2,453 2,744 
32 0,682 1,309 1,694 2,037 2,449 2,738 
33 0,682 1,308 1,692 2,035 2,445 2,733 
34 0,682 1,307 1,691 2,032 2,441 2,728 






Lampiran 8.  Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten   

























































Lampiran 9.  APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang  

















































































































































































































































































Lampiran 10.  Surat Ijin Penelitian  
 
 
180 
 
 
 
 
181 
 
 
 
 
